
SALINAN

KOMISI PEMITIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

XEPI/N'sIIN KOUISI PEUILIIIAN I'MTru

IIABI'PATEI{ GROBOGAI{

I{OUOR tg,.l PI--O2.2-Kptl3315/xPU-8,^b I xltl 2Ot9

TEI{TANG

PEDOUAN TEXNIS PENCALOITAN

DIIIAU PEUILIHAI{ BUPATI DAN WAXIL BI'PATI GROBOGAIT

TAIIUN 2O2O

OLEH PARTAT POLITIK ATAU GABUI{G/IN PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILITIAN UMUM KA.E}UPATEN GROBOGAN,

Menimbarlg a. bahwa dalam rangka melaksanakar ketentuan

Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentarrg Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14

tentang Pernilihan Gubernur, Bupati dan Wdikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentanS Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Wafikota menjadi Undang-Undang;
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b. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2O17 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dal Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2OL9 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentarrg Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim4l6

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusafl Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2O2O Oleh Partai Politik Atau

Gabungan Partai Politik

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Da1am Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Ta-hun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2Ol1 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Mengingat
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4. Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2O15 tentang Perubaha Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I
Tahun 2Ol5 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan I:mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tefialrg
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lA2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O6 Tahun

2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Ta}::n 2OO8;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun

2O15 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 191l);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 18 Tahun

2019 tentang Perubal:an Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihal Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dart Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

10. Peraturan Komisi Pemilihal Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32Ol

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
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Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O tentatg
Perubahan Atas Peratural l(66isl p6milihan Umum

Nomor 8 Tahun 2O19 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemithan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 201)

ll. Perafural Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wdi Kota Tahun 202O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemiffhan Umum Nomor 16 Tahun 2O19 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1511);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 929IHK.O3. I -Kpt/O4 I KPU / V / 20 19

tentang Kode Klasifikasi Arsip dal Pengkodean

Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia, Komisi Pernilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/ Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan Nomor O1lPP.O1.2-Kptl33f 5/KPU-

Kab/IXl2Olg tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Prog'^tt' dan Jadwa-l Penyelenggaraan Pemilihan
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Memerhatikan

Menetapkan

1. Keputusal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

GrobogarNomor : l7/PL.O2.2-Kptl3315/KPU-
Kab/XIl/2Ol9 tentang Penetapan Jumlah Minimal
Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Partai

Politik sebagai Persyaratan Pencalonan dari partai

Politik dar/atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2020.

2. Beita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan Nomor lClPL.O2.2-

BA/3315/KPU-Kab/X/2O19 Tanggal 6 Desember

2019 tentang Penetapan Pedoman Tekrris Pencalonan

oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 202O.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILITIAN UMUM KABUPATEN

GROBOGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O OLEH PARTAI

POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK .

Menetapkan Pedomal Teknis Pencalonan Dalam

Pemilihan Bupati Darl Wakil Bupati Grobogan Tahun

KESATU

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020,

sebageimarr6 telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor :

12 / PP.Ol.2-Kpt/33 15/KPU-Kab I U / 2Ot9 tentang
Perubahan Atas Pedomaa Teknis Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
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KEDUA

KETIGA

2O2O Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

yarrg merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan

Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimara tercantum dalam Lampiran II

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Punrodadi

pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

aslinya
UMUM

)
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR i 18 A / PP.O2.2 -Kpt I 33 1 5 / KPU -Kab / Xtt I 20 19

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O OLEH PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

BAB I

PENDAH ULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

2o2o dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
dan dari unsur perseorangan yang memenuhi syarat.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Grobogan mempunyar tugas dan wewenang untuk menetapkan

keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O.
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B.

C

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan ditetapkannya keputusan ini adalah :

1. Untuk memberikan pedoman teknis bagi Penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O, dalam

melaksanakan tahapan Pcncakrnan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2O2O;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan tentang mekanisme serta prosedur pencalonan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O;

3. Agar Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputu tatacara proses

Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O, terdiri

dari:

1. Persyaratan Calon dan Pencalonan

2. Pendaftaran Pasangan Calon

3. Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon

4. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

5. Penggantian Calon

6. Larangan dan Sanksi

7. Tanggapan Masyarakat

8 Penvelesaian Sengketa Tal.a Usaha Negara
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D PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O,

selanjutnya disebut Pilbup Grobogan 2O2O, adalah pelaksanaan

kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Grobogan untuk memilih

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan secara langsung dan

demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut

Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Ralgrat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang

diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya

disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan

ketentuan _\,ang diatur dalam undang-undang pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya

disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, selanjutnya

disebut KPU Kabupaten Grobogan, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

I)ernrliha.n ber-da.rsarrkzrn keLentuan yang diatur dalam undang-

undang pemilihan.

t
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6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Grobogan untuk
menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,

selan.jutnva disebr-rt Bar,rraslu Provinsi adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupeiten Grobogan, selanjutnya

disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi

pen5 elenggaraan pcmilihan di wilayah Kabupaten (irobogan.

1 1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut

Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di kecamatan.
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72. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

13. Partai Politik adalah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2Ol9

yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Pada Pemilihan Tahun 2O2O.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2079 yang secara bersama-

sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2O2O.

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Partai Politik Tingkat Pusat atau dengan

sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

16. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten adalah

Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para

Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi atau

Kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran

Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Pi'rrtai Politik yang

bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon

bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon baik tingkat Kabupaten yang

didaftarkan ke KPU Kabupaten.

18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan

selanjutnya disebut Bakal Paslon, adalah Warga Negara Republik

Indonesiz:. yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan

Partai Politik yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU

Kabupaten untuk mengikuti Pilbup Grobogan 2O2O.
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19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang

selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup

Grobogan 2020.

20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.

21. Mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani

pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan

administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum

dan hak asasi manusia.

23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan

perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk

yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekal pada seseorang

yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, penyelenggara Pilbup Grobogan 2O2O

harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7 keterbrrkaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;
1 1. efisiensi;
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12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

F. PESERTA PILBUP GROBOGAN DARI PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Peserta Pilbup Grobogan 2O2O dari partai politik atau gabungan
partai politik adalah Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk
ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

2 Parlai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil

Bupati mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan
yang setara berdasarkan peraturan pemndang-undangan.

3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan

Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau
peraturan internal masing-masing Partai Politik.

4. Dalam seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara

demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3

mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2O2O, dengan memenuhi persyaratan

sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
' c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;
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;

v

v

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung

sejak penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan

narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli

psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi :

1 Tcrpidana kzrrena kealpaan; atau

2. Terpidana karena alasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di

dalam penjara;

h. bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat

secara terbuka dan jujur mengemukakan keperda publik dan

bukan sebagai pelaku kejathatan yang berulang;

i. bukan mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan

Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

J Liciak scdang drcabuL l'ratk pilihr:ya bcrdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang

berwenang memeriksa Iaporan harta kekayaan penyelenggara

negara;

m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan negara;

n. tidak sedzrng dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

15



pribadi;

p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati,

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan

ketentuan:

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh

dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 Yz (dua

setengah) tahun, dan sebaliknya;

2l jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu), adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan

Wakil Rupati dengan Wakil Bupati;

3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,

meliputi:

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang

sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak

berturut-turut; atau

c) telah 2 (dua) kali dalzrm jabatan yang sama di daerah

yang sama atau di daerah yang berbeda;

4l penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 th (dua

setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

"rrigka I (saitu), clihiLurig sejak tanggal pelarntikan sampai

dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang

bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai

dengan angka 4), berlaku untuk:

a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara

langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan

nama I(abupaten.

\-

\,
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q. belum pernah menjabat sebagar :

1) Gubernur, Wakil Gubernur, bagi Calon Bupati dan Wakil

Bupati di daerah yang sama; atau

2) Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama ;

r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi

Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai

Bupati atau Wakil Bupati dari kabupaten lain;

s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan

negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupatr

yang mencalonkan diri dalam Pilbup Grobogan 2rJ2O;

t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati

atau Penjabat Walikota;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai

calon;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota

Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain

dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Dacrah yang tidak dapat clitarik kembali

sejak ditetapkan sebagai calon; atau

x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KlP Aceh,

KPU/l(TP Kabupaten/Kota, Bau'aslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupatenf Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi

penyandang disabilitas;

PERSYARATAN PENCALONAN

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai

Politik atau Gabungar-r Partai Politik, dengan Keputusan KPU

Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

B
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2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik harus memenuhi perolehan paling sedikit 2o"h (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan atau 2Soh

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

Pcmilihan lJmum Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2019.

3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan partai politik

mengusulkan Bakal Pasangan calon menggunakan ketentuan

memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku

bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten

Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten

Grobogan Tahun 2019.

4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 (dua), dengan rumus :

a) Syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Grobogan
'lahun 2Ol9 aLetu 50 kursr x 201100 = 10 Kursi; dan

b) Syarat pencalonan jumlah suara sah DPRD Kabupaten

Grobogan Tahun 2Ol9 atau 819.113 ( Delapan Ratus Sembilan

Belas Ribu Seratus Tiga Belas ) x 25llOO =2O4.779 ( Dua Ratus

Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan).

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor

: 77 lPL.O2.2-Kptl3315/KPU-Kab/XIII 2019 tentzrng Penetapan

Jumlah Minimal Kursi dan Jumlnh Suarra Sah Paling Sedikit Partai

Politik sebagari Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Tahun 2O2O.

6. Sairnan Keputusan KPU l(abupaten tentang Persyaratan Pencalonan

untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan

kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan, Pimpinan Partai

Politik Tingkat Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten.

7. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan

melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

\-.

18



\-

sebagaimana tercantum dalam formulir Model 8.1 .2.KWK Partai

Politik.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

9. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk

membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon,

yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan

Partai Politik.

10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan

dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup

Grobogan 2O2O, dan kesepakatannya ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Prmpinan Partai

Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.

1i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon kepada I(PU Kabupaten, tidak dapat menarik

dukungannya sejak pendaftaran.

12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal

Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal

Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan

Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

13. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan

dan telah didaftarkan kt:pada KPU I(abupaten, tidak dapat

mengundurkan diri sejak pendaftaran.

14. Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik aLau

Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat

m ('nqlr strlkan Bakal cnlon dan / ettart Bakal Pasangan Calon

pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
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BAB III

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU Kabupaten menerima dari Kpu/Kpu provinsi salinan
keputusan terakhir Menteri [entang kepengurusan Partai politik
tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan partai
Polilik tingkat Pusat/Partai Politik tingkat provinsi tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Grobogan sebelum
masa pendaftaran pasangan Calon.

2. Keputusan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten
Grobogan tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan
sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal pasangan calon,
kecuali perubahan tersebut discbabkan karena :

a. Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berharangan
tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat
keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan
berhalangan tetap; atau

b' TcrJaidr pemberhenLian pengurus sebagai akibat pengambilalihan
kewenangan partai politik tingkat Kabupaten Grobogan oleh
Penguru s partai politik tingkat pusat daram pendaftaran
Pasangan Calon.

3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang
kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Grobogan, tidak
dapat mendaftarkan pasangalt Calon.

4' Keputusan tentang kepenglrrusan Partai Politik tingkat pusat dar-r
tingkat Kabupaten Grobogan, menjadi pedoman bagi Kpu
Kabupaten Grobogan daram penerimaan pendaftaran Bakal pasron.

5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan
Partal poritik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian
sengketa di pengadilan, Kpu Kabupatc-n menerima pendaftaran
Bakal Paslon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang
penetapan kepengurusan partai politik.
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6. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Paslon melalui

media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KpU

Kabupaten selama 3 (tiga) hari.

7. Dalam Pengumuman pendafLaran Bakal Paslon dicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Syarat Minimal Jumlah
I(ursi atau Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan yang

diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pilbup Grobogan 2O2O;

b. Waktu penyerahan dokumen;

c. Tempat pendaftarzrn.

8. Masa pendaftaran Bakal Paslon selama 3 (tiga) hari, dengan jadwal

sebagai berikut:

a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada

pukul 08.00 WIB sampai der-rgan pukul 16.00 WIB; dan
b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada pukur o8.oo wlB

sampai dengan pukul 24.OO WIB.

9. Partai Politik atau Gabungan partai politik tingkat Kabupaten

Grobogan mendaftarkan Bakal Paslon kepada Kpu Kabupaten

selama masa pendaftaran.

10. Dalam hal pendaftaran Bakal Paslon dari Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Parrai

Politik tingkat Kabupaten Grobogan, pendaftaran Bakal paslon yang

telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat
Pusat dapat dilakr-rkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tingkat Pusat.

11. Dalam mendaftarkan Bakal Paslon, partai politik atau Gabungan
Partai Politik harus memenuhi persvaratan :

a. Syarat paling sedikit perolehan kursi atau perolehan suara sah;

b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal
Pasangan calon dengan Partai politik atau Gabungan partai

Politik;
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c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat;

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat

atau provinsi tentang kcpengurusan Partai Politik tingkat

kabupatcn sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan

e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam

BAB I huruf F angka 4 yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai Politik tingkat pusat.

12. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukat-i oleh Partai

Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan

pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan

wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten

dalam pendaftaran Pasangan Calon.

13. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagainana

dimaksud pada angka 11 huruf c berhalangan, surat persetujuan

Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat

pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme

pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan'

14. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

15. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau Tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai

politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi

pencalonan.

i6. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

salah seorang Bakal Calon atau Bakal Paslon tidak dapat hadir

pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,

atau Bakal Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali
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ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

Bakal Paslon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima

pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan

mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

18. Dalam menerima pendaftaran Bakal Paslon, KPU Kabupaten

bertugas:

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik;

b. Meneliti pemenuhan persyaratan jumlah paling sedikit perolehan

jumlah kursi atau jumlah suara sah;

c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :

1) Keabsahan dokumen syarat calon dan surat persetujuan

Rakal Perslon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik

tingkat Pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri

yang diterima dari KPU;

2) Keabsahan Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat

Kabupaten Grobogan;

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan

kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Grobogan.

19. Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat

calon, I(PU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon _vang diajukan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima

pendaft:rran formulir Model TT.1-KWK yang berisi :

a. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan Bakal Paslon;
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b. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat

Kabupaten;

c. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkal-

pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang

diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten

Grobogan, yang ditandatzrngani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

d. Harr, Larnggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan

pencalonan dan persyaratan calon;

e. Alamat dan nomor telepon Bakal Paslon, alamat dan nomor

telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing

kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan

Bakal Pasangan Calon; dan

f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaraLan pencalonan

dan persyaratan calon.

20. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan

Kecamatan;

2I. Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Paslon;

22. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani,

rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika di rumah sakit yang

ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Paslon.

23. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam

Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan

Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Paslon, KPU

Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi

bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Calon dan

mencatatnya dalam Berita Acara.

24. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang

tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat

tentang persetujuan Bakal Paslon dalam dokumen persyaratan

pencalonan, dibubuhi paraf petugas pendaftaran dan salah satu
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Partai Politik pengusul serta disaksikan Bawaslu Kabupaten dan

dituangkan dalam Berita Acara.

25. KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Paslon dari Gabungan

Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan

menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang wajib

disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :

a- surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang

bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan

tingkatannya, yang menyatakan :

1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati;

2\ tidak akan menarik Beikal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati, yang akan didaltarkan;

3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses

Pcm ilihan; dan

4) naskah visi, misi dar-r program Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta

lampirannya.

b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon

sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan

Formulir Model BB. 1 -l(WK;

c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dilengkapi dengan keputusan pemberhentian dari pejabat

bcnvenang bergi Cerlon )'ang bersLaLus seb:rgai Anggota KPU, KPU
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Provinsi/l(lP Aceh, KPU/KIP I(abupaten/Kota, Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten;

surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka I

huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah

sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani

pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB Ii

huruf A angktr i hurul'g wa3ib menyerahkan:

1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

sebagai Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam

penjara disertai dengan buktinYa;

2\ salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa

Terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hr-tkum tetap.

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana yang sudah

mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani

masa pidana sampai dengan jadwal pendaftaran, sebagaimana

dimaksud dalam BAB II hurul A angkal huruf h, wajib

menyerahkan:

1) Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau

nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara

terbuka dan mengemukakan kepada publik sebagai Mantan

Terpidana dengan disertai buktinS'a;

e

\,

\./ f
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2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang

bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang

berulang dari :

a) I(epolisian Resor

b) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam

1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili.

3) Surat keterangan telah selesai menjalani piclana dari kepala

lembaga permasyarakatan ;

4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan

bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari

kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon

menclapat pembebasan bersyarat, cuti bersvarat atau cuti

menjelang bebas; dan

5) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

g. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;

h. Surat ke[erangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal

Calon pernah/tidak pernzrh melakukan perbuatan tercela, yang

dikeluarkan oleh :

1) Kepolisian Resor

2) I(cpolisian Dacrah untr.tk Prlsangan Calon Btlpati dan Wakil

Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu)

provinsi yang tidak sesuai dengan domisili'

i. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan

penyelenggara negara dzrri instansi yang berwenang memeriksa

laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tang6{ungan hutang

Secaraperseorangandan/atauSecarabadanhukumyang
menjadi tanggung jawabn-ya .yang merugikan keuangan negara



dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat

tinggal Calon;

k. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

l. Potokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas

nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau

sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak

mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

tempat Calon yang bersangkutan terdaftar;

m. Keputusan pemberhentizrn sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat

Rupati atau Penjabat Walikota bagi calon yang berstatus

sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau Penjabat

Walikota;

n. Daftar riwayat hidup yang clibuat dan ditandatangani oleh Calon

dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan

Partai Politik, dengan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;

o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

p. Fotokopi ljazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, )'ang telah

clilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

q. Naskah visi, misi dan program Paslon mengacu pada Rencana

I't'rrbirn!lur-rirn .l:rngkar Parrjang (RP,JP) Deterah Kabupaten yang

ditandatangani Bakal Paslon;

r. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau

kecamatan; dan

s. Pasloto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat)

sentimenter x 6 (enam) sentimenter berwarna sebanyak 4

(empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar,

serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimenter x
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I5,2 (lima belas koma dua) centimenter atau ukuran 4R

sebanyak 2 (dua) Iembar beserta soficopg;

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda

tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik

yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai

dcrigan sural kepuLusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :

a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain;

b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, De'uvan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,

Kepala Desa atau sebutan lainnYa;

c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil

bagi calon yang berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat

Bupati, atau Penjabat Walikota;

e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan

surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana

climaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan

f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan

berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c

dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada I(PU I(abupaten paling lambat 5 (lima)

hari sejak ditetapkan sebagar calon.

4. Pasangan calon menyampaikan salinan Formulir Model BB.I-KWK

yang telah diisi dan ditandatangani kepada :

a. Bawasiu KabuPaten;

b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. Menteri yang menyelenggarakan urusarl dalam negeri'
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5. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Paslon dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik, meliputi :

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang

persetujuan Bakal Paslon menggunakan Formulir Model B,1-KWK

Parpol;

b, Dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud

dalam angka 'l

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim

Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Paslon.

7. Tata Cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan

KPU tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten

Grobogan tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan.

8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama

Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua)

rl,r',gl<.rp, mcliputi :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENtrLITIAN PERSYARATAN CALON

1. Terhadap persyaratan kesehzttern :

a. KPU Kabupaten menerima Keputusan KPU tentang standar

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

pt'rrralrhgunzrarn ni.rrkotikrr. ser-ta standar kemzrmpuan secara

jasmani dan rohani.

b. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter

Indonesia (lDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan

Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten/Provinsi,
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untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas

Dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan

narkotrka.

c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua yang dipilih dari

anggota tim dan anggota.

d. KPU Kabupaten menyampaikan:

a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan;

dan

b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada

Bakal Paslon dari Partau Politik atau Gabungan Pzrrtai

Politik.

e. KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah

erLau Rumah SakiL PemerinLah Pusat di daerah berdasarkan

rekomendasi IDI Wilayah Kabupaten/ Provinsi dengan

Keputusan KPU KabuPaten'

f. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah

yang ditunjuk kepada Bakal Pzrslon Perseorangan untuk

melakukan pemeriksaan kcsehatan jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika.

g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk

menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;

dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika'

yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil

pemeriksaan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan

kelengkaPan Persyaratan calon.

i. Kesimpulan dan selurul-t hasil pemepiksaan kesehatan bersifat

finaldantidakdapatdilakukanpemeriksaanpembanding.
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2 KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi

terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon

paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan

Iampirannya.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan

masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang

didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai

dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon

yang bersangkutan.

Penelitian terhadap kelengkapztn dan keabsahan dokumen meliputi

penelitian terhadap:

a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai

Politik yang bergabung;

ll tanda tanqan Paslon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas

sekolah lanjutan tingkat atas, Paslon wajib menyertakan:

a. fotokopr tjazaln perguruan tinggi negeri atau swasta yang

dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi

yang bersangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri

artau srvasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau

swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;

(. le galisasi )'ang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi

Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

pergunlan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi

swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/surat Tanda Tamat Belajar

(ST'IB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh

instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan

3

4

5

6

7

32



pendidikan atau pendidikan agama di wilayah lempat sekolah

dimaksud pernah berdiri.

8. Dalam lnal ljazahlsurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib

menyertakan surat keterangan pengganti \jazahlSurat Tanda

Trrrnrrt Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

9. Dalam hal ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon

yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah

tempat Bakal Calon bersekolah tidak bcroperasi lagi, Bakal Calon

wajib menyertakan surat keterangan penggantt ljazah, yang

dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang

menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di

wilayah tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

10. Pengesahan fotokopi ilazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah

yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan

ul'u salt pct-tcltcltkan.

11. Pengesahan fotokopi ijaza]nlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang

diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional

dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau

instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan'

12. Pengesahan fotokopillazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) yanfl

diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat

yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan

pendidikan.

13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi

ditemukan catatan masalah hukum dalam surat keterangan

catatan kepolisian, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke

Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan

Negeri/Peng:rdilan Tinggi untuk memastikan adanva putusan yang

berkekuatan hukum tetap.

14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum

tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga
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Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang

bersangkutan :

a. pernah dipidana penjara, atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadwal pendaftaran.

15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat

terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau

pcrsyerraLan calot-t, KPU Kabupaten dapat melakukan klarihkasi

kepada instansi yang berwenang.

16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarif,rkasi

dalam berita acara.

17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi, kepada Bakal

Paslon dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling

lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

18. Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan

dan/atau persyaratan caion yang dinyatakan belum lengkap

dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi

syarat, Bakal Paslon diberi kesempatan untuk melengkapi

darr-r/atitu memperbaiki persvaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

19. Perbaikan dokumen persyaratan, dikecualikan bagi bakal calon

atau Bakal Paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan

narkotika.

20. Dalam hat bakal calon atau Bakal Paslon dinyatakan tidak

memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas

penyalahgunaan narkotika calon atau Paslon yang bersangl<utan

dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Paslon baru.

21. Penggantian bakal calon atau Bakal Paslon, dilakukan pada masa

perbaikan.
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B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Bakal Paslon dari partai politik atau gabungan partai politik

melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan

menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan

selama 3 (tiga) hari setclah pcmberilahuan hasil verifikasi diterima.

2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud

pada angka dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan

belum lengkap, belum memenuhi s5,'arat dan/atau tidak memenuhi

syarat pada verifikasi administrasr.

3. Bakal Pasangan Calcln clapat melakukan perbaikan program

Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat

memindahkan dukungannya kepada Bakal Paslon lain yang

diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah

dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat

Calon.

5. Dalam menerima perbaikan dokumen pcrsyaratan Elakal Pasangan

calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana

dimaksud dalam BAB III huruf A angka 18 huruf a, b dan c

6. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan

persyaratan calor-r ke dalam tzrnda terima dokumen perbaikan

formulir Model'1"T. 2 - KWK

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARA'IAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan

persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima

perbaikan.

2. Verifikasi perbaikan persyarat.an calon tidak dilakukan terhadap

berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau

memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas

Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri

identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
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mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai

penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat

sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditindaklanjuti oleh KPU

Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang

berrvenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang mengusulkan Bakal Paslon.

Hasil verifikasi perbaikan persyaratan Calon dituangkan dalam

formulir Modcl BA.HP Perbaikan-KWK clan lampirannya.

KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan

rnenyampaikan hasiL verifikasi perbaikan kepada Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dalam hal hasil verifikasi perbaikan Bakal Paslon dinyatakan

beh-rm lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, dan Bakal Paslon

tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Bakal Paslon

sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Paslon dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik atar-r Gabungan Partai Polrtik yzrng Bakal

Calon dan Bakal Paslon nya berhalangan tet:rp, dan tidak

mengajukan bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi

sv arat.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan

susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan

klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya

atau yang berwenang mengesahkan kepengrirusan Partai Politik di

tingkat terscbut sesuai dcngan Anggaran Das:rr (AD)/Anggaran

Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan

berdasarkzrn hasil klarifikasi sc:bzrgaimana dimaksud pada angka B.

4
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BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan

pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Paslon peserta

Pilbup Grobogan 2o2o pada rapat pleno dan menuangkan hasil

verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Paslon.

2. Berdasarkan Berita Acara PeneLapan Paslon, KPU Kabupaten

menetapkan Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O dengan

Keputusan I(PU Kabupaten.

3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Paslon Peserta

Pilbup Grobogan 2O2O dalam rapat pleno terbuka.

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan

keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai

Negeri sipil kepada KPU Kabupaten paling Iambat 30 (tiga puluh)

hari sebelrtm hari pemungutan

5 Ragi calotr \rang berstntus sebagai Bupati, Wakil Bupati yang

menczrlonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan

pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati,

Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. Bagi calon yang berstatus sebagai Pcnjabat Gubernur, Penjabat

Bupati, atau Penjabat walikota wajib menyampaikan surat

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

pemungutan.
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7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib

menvampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang

pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 3O (tiga puluh)

hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana

dimaksud pada angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 7

(tujuh) dan tidak dapat membuJ<tikan bahwa pt:ngunduran diri

sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi s1'arat.

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calonnya

dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 8 (delapan) tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

10 I{PLI l(abupaten melakukan pengllndian nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai peserta Pilbup Grobogan 2O2O dalam

rapat pleno terbuka.

1 I. Rapat pleno KPU I(abupaten tentang pengundian nomor urut

Paslon, dihadiri oleh :

a. Paslon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Paslon;

c. Tim Kampanye;

d. Bawaslu Kabupaten;

e. media massa; dan

l. tokoh tnasyarakaL.

12. Paslon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut

Paslon.

i3. Bagi calon atau Paslon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan,

pengambilan nomor urut dan penandzrlanganan padet rancangan

daftar Paslon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim

Kampanye.

v
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14. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan

membawa surat mandat tertulis dari Paslon.

15. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut

Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

16. Nama lengkap Paslon pada daftar Paslon dan surat suara, harus

sesuai dengan nama Paslon yang tercantum dalam KTP Elektronik

Paslon yang bersangkutan.

17. KPU Kabupaten men1rusun nomor urut dan nama Paslon dalam

Daftar Paslon.

18. Penyusunan Daftar Paslon dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon.

lg. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Paslon ditetapkan dengan

Keputusan KPU KabuPaten.

20. I(PU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Paslon yang

telah ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2O2O paling lama

2 lduer) hari sejak pencLapatl nomor urut Paslon'

21. Penetapan dan pengumuman Paslon Peserta Pilbub Grobogan

bersifat final dan mengikat.

22. Nomor urut dan daftar nama Paslon peserta Pilbup Grobogan 2O2O

yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanYe; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suzrra pada hari

pemungutan suara.

23. Paslon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat

negara hasil penelitian danlatau klarifikasi Komisi Pemberantasan

I(orupsr kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum

hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

24. Dalam hal Paslon berhalangan untuk mengumumkan laporan

harta kekeryaan pribadi/pejabart negara, Paslon dapat memberikan

surat kuasa kepada I(PU Kabupaten untuk mengumumkan.
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25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

pengajuan Paslon dan/atau salah seorang calon dari Paslon setelah

penetapan Paslon Peserta Pilbup Grobogan 2O2O.

26. Paslon dan/atau salah seorang dari Paslon dilarang mengundurkan

diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Paslon oleh KPU Kabupaten.

27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon

dern/atau Pzrslon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tidak dapat mengusulkan Paslon pengganti.

28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Paslon

dan/atau Paslon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur

sebagai Peserta Pilbup Grobogan 2O2O, dan diberitahukan kepada

Paslon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

29. Paslon yang dinyatakan gugur sebagai Peserta Pilbup Grobogan

2O2O tidak mengubah nomor urut Paslon lain yang telah

ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatr-rhi pidana berdasarkan Putusan Pengaciilan vang telah

berkekuatan hukum tetap.

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. ticlak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

3. Berhalar-rgan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan

surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
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4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas

secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

rumah sakit- pemerintah.

5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Paslon sebagaimana

dimaksud angka t huruf a, dapat dilakukan pada tahap sebagai

berikut:

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau

b. sebelum penetapan Paslon;

6. Penggantian Bakal calon atau Bakal Paslon sebagaimana

dimaksud pada angka I huruf b dan huruf c, dapat dilakukan

pada tahap sebagai berikut :

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Paslon; atau

c. sejak peneLapan Paslon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

7. Penggantian Bakal Calon atau Calon hanya dilakukan terhadap

Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan, berhzrlangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yerng telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat

kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum teLap, dapat

dilakukan dengan mengubah kedudukan :

a. Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau

b. Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati.

g. Bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal

calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat

persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian Bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7,

tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik.
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1 1. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi

syarat kesehatan sebagaimana angka t huruf a dilakukan pada

masa perbaikan.

12. Penggantian calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan

calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau

Paslon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

dukungannya kepada calon atau Paslon pengganti sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

c. cla-ilant hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

dukungan kepada Calon atau Paslon pengganti, dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan

sah.

d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak

mengajukan calon atau Paslon pengganti sebagaimana

dimaksud pada huruf a, salah satu calon dari Paslon yang tidak

berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hr-rkum tetap

dinyatakan gugur dan Pnrtai Politik atau Gabungan Partai

Politik pengusul Calon atau Paslon tidak dapat mengusulkan

Car.lon aLau Paslorl lain.

e. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh

sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon

pengganti, salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan

tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
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Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan

sebagai Paslon.

f. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam

angka 12 huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup dengan

salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap

sebagai Paslon pcserta Pilbup Grobogan 2O2O.

g. dalam hal salah satu Calon dari Paslon berhalangan tetap atau

dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib

mengumumkan kepada masyarakat.

h. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang

terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan

daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten menc()ret nama calon

yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon

i. Partai Politik atau cabungan Partai Politik tidak dapat

melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak

sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada

huruf h.

j. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud an$ka 12

huruf e, KPU Kabupaten melanjutkan Pilbup Grobogan 2o2o

dengan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan

tetap sebagai Paslon peserta Pilbup Grobogan 2O2O'

13. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan Cerlon atau Paslon pengganti

karena syarat kesehatan dan menetapkan Paslon paling lambat 7

(tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Paslon

pengganti.

14. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Paslon pengganti

karena alasan berhzrlangan tetap dan dijatuhi pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, paling

lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau

Paslon pengganti.
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15. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verihkasi secara tertulis

sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Pimpinan Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Paslon

pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi

syarat atau tidak mcmenuhi syarat'

16. Dalam hal dari hasil verifikasi/penelitian sebagaimana dimaksud

pada angka 11 Calon atau Paslon pengganti dinyatakan tidak

memenuhi syarat, Partai Politik aLau Gabungan Partai Politik tidak

dapat mengusulkan Calon atau Paslon pengganti'

17. Parlai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Paslon

penggantidinyatakantidakmemenuhisyarat'tidakdapat
mengalihkan dukungannya kepada Paslon lain'

18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi/penelitian terhadap calon

atau Paslon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan

mengakibatkan jumlah Paslon kurang dari 2 (dua) pasangan' KPU

Kabupaten membuka kembali pendaftaran Paslon'

19. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari'

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilzrrang menerlma

imbalandalambentukapapunpadaprosespencalonanPilbup
Grobogan 2O2O-

2.Setiaporangataulembagadilarangmemberiimbalankepada
partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun

dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati'

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima

imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap'

4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti

menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
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yang bersangkutan dilarang mengajukan Pzrslon pada

berikutnya di Kabupaten Grobogan.

periode

5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menyatakan seseorang a[au lembaga terbukti

memberi imbalan dalam proses pencalonan, maka penetapan

Paslon Peserta Pilbup, atau Paslon terpilih, atau sebagai Bupati

atau Wakil Bupati dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti

menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian

pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis

dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan

kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk

kegiatan Pemilihan, 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan

Paslon sampai dengan penetapan Paslon Terpilih.

9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, petahana

yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

10. Paslon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan

oleh KPU Kabupaten, apabila :

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tprbukti

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya

untuk memengaruhi pemilih berdzisarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

pemungutan suara;

b. Paslon terbukti melal<ukan tindak pidana kejahatan yang

diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau

le'bih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

\/
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c. Paslon terbuklr menerima dan/atau memberikan imbalan

dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Paslon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau

elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten;

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum

tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan,

bagi Calon atau Paslon yang berstatus sebagai Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program serta kegiatan

Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pilbup sejak 6 (enam)

bulan sebelum ditetapkan sebagai Paslon sampai dengan

penetapan Paslon Terpilih bagi Calon atau Paslon yang

berstatus sebagai Petahana; dan

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang

berstatus sebagai Petahana.

11. Pembatalan Paslon Peserta Pilbup, tidak mengubah nomor urut

Paslon peserta PilbuP Yang lai

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

1 KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenal

a. daftar Bakal Pasangan Calon;

b. dokumen pendaftaran;

c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan

dan

\-

masyaraka t;

2

d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal

calon Bupati dan Wakil BuPati

Batas r,vaktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan

batas waktu I (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian

perbaikan.
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Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan

melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media

elektronik.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang

jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada angka 2

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA'IATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan 2O2O merupakan

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

Paslon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Paslon Peserta

Pilbup Grobogan 2O2O.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara Pilbup Grobogan 2o2o

cliselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten

atau Bawaslu Provinsi.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten dapat diajukan gugatan di

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara'

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Paslon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat,

dan / atau gelar keagamaan pacla dokumen persyaratan

pencalonan dan syarat calon.

\-,

1

2

3

4

1
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2. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi azah

yang telah dilegalisir

3. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung

menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru,

KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan

kepada Menteri.

Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik menjadi Paslon, wajib mengundurkan diri yang

dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan

diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang disampaikan pada saat

pendaftaran.

Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menjadi Pzrslon, wajib mengundurkan

diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia

mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Paslon yang

disampaikan pada saat pendaftaran.

Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan kepada

KPU Kabupaten paling lambert 5 (lima) hari sejak ditetapkan

sebagai calon, yang terdiri atas :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang

berwenang;

b. tandzr terima dari pejabat )'ang berwenang atas penyerahar-t

surat pengunduran diri; dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam

proses oleh pejabat yang berwenang.

Kcpala Desa atau PerangkaL Desa yang dicalonkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan

keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang

ketidakbenaran ijazahlSurat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon

atau Paslon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan

setelah dilakukan penetapan Paslon, KPU Kabupaten

5

\-.

6

7

8
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meneruskan kepada pihak yang ber'*,enang untuk ditindaklanj\rti

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. 
i

9. Dalam hal putusan pengadilan meny:rtakan ljazah/Surat Tanda

Tamat Belajar (SmB) Calon atau Paslon tidak sah, penggunaan

i.jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan

tidak memenuhi syarat, dan ditindak lanjuti sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 12. 
I

10. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Bakal Paslon yang cliterima pendaftarannya dan

masih terdapat Partai Politik zrtau Gabungan partai politik Y?ng

belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan

ketentuan :

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik

yang belum mendaftar mencapai paling kurang 2Ook (dua

puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling

kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Paslon

yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai potitiX

yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20%

(dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), maka Paslon

yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali

dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik

yang berbeda.

11. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pilbup Grobogan

2O2O dengan 1 (satu) Paslon apabila terdapat keadaan :

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat

1 (satu) Paslon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari i (satu) Paslon yang mendaftar, d"'
berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Paslon
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i

yang memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundqan

sampai dengan berakhirnya masa pembukaan ke'mSdi

pendaftaran, tidak terdapat Paslon yang mendaftar, aiau

Paslon yang mendaftar berdasarkan hasil

verifikasi/penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang

mengakibatkan hanya terdapat I (satu) Paslon;

c. sejak penetapan Paslon sampai dengan saat dimulainya masa

Kampanye, terdapat Paslon yarlg berhalangan tetap yang

mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari

pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap

yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Paslon; atau :

e. terdapat Paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai

Peserta Pilbup Grobogan 2O2O yang mengakibatkan hanya

terdapat 1 (satu) Paslon.

t2. Tata cara penyelenggaraan Pilbup dengan 1 (satu) Paslon

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang

mengatur tentang Pemilihan dengan I (satu) Paslon.

13. Dalam hal terdapart Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus

sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan

politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib

mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial

KPU Kabupaten

L4. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK

dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan

verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3

(tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS'

15. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses

pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim

Penghu bung Pasangan Calon

16. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 20 terdiri atas

konsultasi:

a. tatap muka;
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b. melalui telepon;

c. melalui surat elektronik; dan/atau

d. media komunikasi lainnYa.

L7. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan calon

v
18.

19.

20.

2t.

22.

mengenal:

a. penyerahandukungan;

b. mekanisme verihkasi syarat pencalonan Pasangan Calon

perseorangan;

c. pendaftaran;

d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon

dari Partai Politik;

e. persyaratan calon; dan

f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1B huruf a, huruf

b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap

penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta

Bupati dan Wakil Bupati.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c, huruf

d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap

pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati.

KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan

pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Progr:rm dan .Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,

Bupari clan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan,

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Pengadaan formulir, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU

Kabupaten.
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BAB XI

PENUTUP

gan aslinya
MILIHAN UMUM

OGAN

A.S

Ditetapkan di
pada tanggal

Grobogan
6 Desember

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dij ikan pedoman

dalam Pencalonar-r Pilbup Grobogan 2020.

2019

I(ETUA KOMISI PEMI LIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

t'S

K
UPA

52
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FORMULIR PENCALONAN

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 18A/PP.02.3-Kpt/ 3315/KPU-Kab lXtl I 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK

SUIiAT PERNYATAAN BAKAL CALON

BUPATI/WAKIL BUPATI DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI/

WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI

JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK

NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK

DAtrRAH (BUMD)

\,

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1 KWK

2. MODEL BB.2-KWK

3. MODEL BB.3 KWK

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

I MODEL B-KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O
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2. MODEL B. 1-KWK
PARPOL

3. MODEL 8.2-KWK
PARPOL

MODEL B.3-KWK
PARPOL

5

4

MODEL 8.1.2-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PI MPINAN

PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG

PERStrTUJUAN PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

PADA PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI

POLITIK*) DALAM PENCALONAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN PADA

PILBUP GROBOGAN TAHUN 2O2O

SURA'I' PERNYATAAN KESEPAKATAN

AN'IARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK-) DENGAN PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN PADA PILBUP GROBOGAN

TAHUN 2O2O

PAKTA INTEGRITAS

BERITA ACARA PENELITIAN TANDA TERIMA

MODEL TT.1-KWK TANDA TERIMA PENDAFTARAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN

2020

LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN TANDA TERIMA

TT.1- KWK PENDAF'TARAN BAKAL PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

MODEL TT.2-KWK TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

LAMPIRAN MODEL LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN

TT.2-KWK PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM

PtrMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

MODEL BA.HP-KWK BERI'IA ACARA HASIL PENELITIAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI

-54
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C

1

2

4

5
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6 LAMPIRAN MODEL

BA.HP-KWK

NIODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK

LAMPIRAN MODEL

BA.HP PERBAIKAN-KWK

DOI(UMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOI(UMEN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2O2O

Ditetapkzrn di Purwodadi
pada tanggal 6 Desember 2Ol9

KE'I'UA I(OMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

7

\,

8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN UMUM

7



MODEL BB.I.I(WK

SURAT PERNYATAAN
BAI{AL CALON BUPATT/WAKIL

BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

Yang bertanCa tangan di bau'ah ini :

I

a
,b

c

d

e

f

Nama :

NIK :

Jenis ke-amin :

Pekerjaan :

Tempat dan tanggal :

lahiri umur

Alamat temPat tinggal

I tahun

\,

menyatakarr dengan sebena:'nya bah';ra saya:

A. UMUM

I

2

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 
I

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republi<

Ir:doresia;

tid,a}.: pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuar-an hukum tetap;

belun pernah menjabat sebagai Bupati atau wakil Bupati"), selama 2

(Cuaf kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan

Pasal 4 ayat (1) h-rruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan <lalam

Pem,lihan;

belun:. pernah menjabat sebagai:

a Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Bupari, Calon V/alikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang

sama;

b. wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon wakil Bupati. calon

Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau walikota bagi calon wakil Bupati atau calon wakil
Walikota di daerah Yang sama;

tidak akan menguniurkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati
Grobogan Tahun 2A2O

3

4

5

6

,



B. KHUSUS

v

Beri centang
pada kolom

Terpid.ana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani

pidana tidak di dalam Penjara.

Terpid.ana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak

di dalam penjara

bagi Nlantan Terpidana yang teiah selesai menjalani masa

pemiclanaannva. secara kumulatif, wajib memenuhi syarat

secara te:buka dan jujur mengemukakan kepada publik dan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang'

bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan

Terpidana kejah.atan seksual terhadap anak'

Gubernur/BuPati/Wakil B
dari daerah lair:'

tr SCtan saya
ww ko taalu Ipati

ur
akil Walikota*)

karr-pan5re bagi Gube
Bupati, Walikota atau
di daerah:/ang sama.

asamSCnegaragangguncuunqFr ae akiwBu riernurbakilw Gu paurrn
iridme alonkanncwI alikotaakiw yanob

Bupati/ Penjabat Walikota*) Pada
bersedia mengundurkan diri sebagai
ditetapkan sebagai Pasangan Calon'

saat pendaftaran dan
Pegawai Negeri SiPil sejak

a t
SCte en uruanJa

bersed.ia mengundurkan diri sebagai Anggota

DPR/DPD/DPRD")sejakditetapkansebagaiPasanganCalon'

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional

Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon'

bersedia mengundurkan diri
Reprblik lndonesia sejak ditetaP

sebagai KePolisian Negara
kan sebagai Pasangan Calon

lnl

I



bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

be:sedia mengundurkan di:i sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangal Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Par-was Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

\-

\,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinYa.

MATERAI

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupatl/Waktl

Bupatl *)

Keterangan:
r)pilih salah sat.r



MODEL BB.2 KWK

v

\-.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAI(AL CALON BUPATI/WAKTL BUTPATI *)

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

Pas Foto

Berwarna

Bakalcalon

4x5

1. Nama lengkap :

2, Nomor Induk Kepencudukan

3. Tempati tanggal lahir/Umur:
4. Jenis Kele.min :

5. Agama :

6. Alamat Tempat Tinggal l

(sesrtai KTP)

Laki-laki/ Perempuan *)

RT/ sebutan lain

RW/ sebutan lain

Kelurahan./Desa*) : ......

Kecamatan/ Distrik : ....
Kabupaten/Kota
Provinsi

7. Status ?erkawinan Kawin/pernah kawin/belum kawin *)

a, Nama Istri/Suami *) : ......

b. Jumlah anak:

8. Pendidikern Teralrhir

9. Pel<erjatrn

10. NPWP

1 1 . Riu,i:ryirt pendidikan **)

12. Kursus,/Diklat ),ang penah diikuti

1

No ,Jenjan< PenCidikan Nama institusi Tahun
Masuk

Tahun
Keluar

i
2

dst

N<r Nama
Ku.rsr-rs/ Diklat

Lembaga
Penyelenggara

No.
Sertifikat

Tahun
Masuk

Tahun
Keluar



v

13. Riwayat organisasi***)

No Nama Organisasi Jabatan Tahun Masuk Tahun Kel-rar

1

2

dst

14. Rirn,ayat pekerjrran ****)

15. Tanda penghargaan

No Nulma I)engha:agaan Lembaga Pemberi
Penghargaan

Tahun lllasuk

1

aZ

dst

16. Motivasi Pencalonan : iberisi hal-hal yang melatarbelakangi calon rrntuk
mengajukan diri sebagai bakal calon)

: fberisi contoh hal-hal yang akan dikedakan
ketika telah menjadi Bupati dan Wakil 3upati

17. Target/Sasaran

Demikian informasr i:ri dibuat der-gan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan
persyeiratern bakal calcn Bupati dan Wakil Bupati*) sesuai ketentuan peruncar-g-

undangan yang berlakr-r untr-rk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Selanjurtnyar, saya men./atakan bersediaTitidak bersedia*) informasi saya
dipubiikasikan kepada masy-arakat.

No Nama
Perusahae.nf Lembaga

Jabatan Tahun Masuk Tahun Keluar

I

2

dst

Materai

Yang menyatakarr

I(



Ketua

Ketua

.iet,ra

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten*) ... ,

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Sekretaris

MATERAI

Partar

MATERAI

Partai
Sekretaris

MATERAI

cap

Parpo

Keterangan :

l- n) Co:et yang tidak Perlu.
2,"*) N{cmu:rt penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan

tal:un kelulusan.
3, **'*) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu

menjadi anggota.
4. ****) lr,lernuat penjelasan secara lengkap jabatani nama instansi/lembaga/nalT-a

lcesa[uan daiam TNI/ Pc,lri.

cap

Parpo

cap

Parpol

( )

Sekretaris

)

( )



MODEL BB.3 - KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
nrrLrK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MrLrK DAERAH (BUMDI*I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. NIK

c. Nomor Pegawai

d. Jenrs kelarnin

e. Temcat dan tanggal

lahi:/umur
f. Alamat tempat tinggal

I tahun

men1,at,:*kan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada

BUMNi BUMD**) ...serta akan menyampaikan Keputusan

Pemberhentiarr yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling

lambat :30 (tigeL puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk

d igr.r nal.- an sebagaimana mestinya.

.......20..,

MATERAI
6.000

Keterangan:*) Walib Jiisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUIvlD dan diserahkan
paling tambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon,

*.) pilih s,trlah satut.



MODEL B.KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAI(AL CALON BUPATI DAN WAKIL
BIJPATI*I DENGAN PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihal
Umum, bersama ini kami Deu,an Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan
Pirnpinan cabang atau sebutan lain*) partai .../Gabungan
Partai Politili*l ),ang meliputi :

1. Partai
2. Partai
3. Partai

..., kursi/suara *1;

dengan perolehan kursi/suara sah *) .......

dengzrn Ba.<al PaseLngan Calon atas :rama:

1, 3akal Calot Bupatr : ..........
2. Barl<al Carlo;r ',I/r&il Bupati : ...,....,.

bersarna- sa:na mettvatakzrn :

1. scPakat r:rcndaitarl<an Bakal Fasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobogar'lal-run 2O2O

2. tidax a-,<an menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah
diclaftarkan;

3, sePaka.t nengil<uti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun
2020

4. barh,,va na,skah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Crooogan Tahun 2O2O tel.atr sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah.

Bc'rdersarl<an perolehan 1.;ursi sabagaimana tersebut di atas, jumlah
keselurrr-rhan l<,,rrsi/suara sah*) Partai ..../Gabungan partai
Politil<-) sebanvatl< Irursi/Suara-) dan telah memenuhi paling sedikit
2Ooi,' datri jr,rmlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak

.. l<ursi atau paling sedikit 25o/o dari akumulasi jumlah
suara sah hasil Pemiltr Anggota DPRD Kabupaten yang telatr ditentukan sebanyak

suar-a sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon
Bupati dan V/alcil Bupati dan clilarepiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-r.rndangan.

Deri::kian Sttrat rni dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagairnana
mestinya.

,.,,.,...,'....2o,...

dengan perclehan kursi/suara satr *) ,.
dengan perclehan kursi/suara sah *) .. kursi/suara *j;

kursi/suara *i.



DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
(iabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)

Kabupaten Grobogan
Yang Mengajuka:r Pasangan Calon *)

Pm

Ketua

I(ct':a

I,.etua

Bakal gal6rn BuPati

MA'ERAt

MA ERAI

MATERAI

dst

MATBRAI

Sekretaris

Sekretaris

Sekretaris

(

Bakal Calon Wa<il BrPati

\-

.)

caP

Parpol

c"p
Pa!pol

c"P
Parpol

( )
(

(



MODEL B.I.KII/K
PARPOL

2020

memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon

Bupati dar Wakil Bupati

i. Nama Calon Bupati :

2. Nama Calon Wakil BuPati

sebagai Calon Bupati dan \\'akil Bupati Grcbogan.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaiman,a mestinYa.

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR: .........

TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN 1VAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN
TAHUN 2O2O

Dalam penyelt:nggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun

cran o"":::kan ":":" ;-.:;ff ';ffiffi" 
t'"..*I:'u.l*H::'." 

::::;

20,

Dewan Pimpinan Pusat

Partai

Ketrra Umum atau
Sebutan lain*)

Sekretarls
Jenderal atau
sebutan lain*)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

Materai

6.000
I cap

I
)

)



MODEL B.2.KWK
PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAI(ATAN
PARTAI POTITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*I

DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAIV BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

Yarg bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten

Grobogan Partai atau Gabungan Partai Politik*)

Kabupaten Gr,tbogarl yang meliputi:

1. sepakat un -uk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. tidak akan mc,narik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah

diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Ittlodel B-KWK

PARPOL) aLas nama :

1. Calon Bupati :

2. Calon Wakil Br-rPati

Dcr-r-ril<ian sLlrerr pern1r212an ili dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

\- sebagainralla r:lcstirrt'a.
,,,,,2o.,,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *l

Kabupaten Grobogan

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

1. Partai ..

2. Partai .,

3. Par'[ai ..

menyatakat-t

I
I
I

Materai

6,000

Ketua

Partai

Sekretarls

(...-......................)



2

Partai

I\1a te rai

6.001

Ketua Sekretaris

( ...)

Partai

Materai

6.000

(.)

Keteranqan:

1, *) Pilih salah satu.

2. Seriap halaman dibrrbuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungall

Partai Pclitil(.

v
Ketua Sekretarls

{
I



ODEL B,3-I(WI(
PA.RFOL

1

2
3

PERI|YATAAIT KEAEPTIIATAII
AITTARA PARIAI POLITII(/OABI'ITGAtr PARTAI POLITIXT}

DEIfGAT PASIIITGAIT C,AII)IT GUBERIII'R DAX WAIIIL GUBERITUR/
BI'PAII DAII YAI{IL BI'PATI/WALIKOfA DAX TAIIIL WALII(OTAT}

Yang bertanda tarrgar dibawah ini, Pimpinan:

Partai

Partai ; dan
Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Nama Calon Wakit Gubemur/Bupati/Walikota*)

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sePakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota') sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Pcraturan Komisi Pemiliha! Umr:n.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya ultuk digunakan

sebagaimana mestinya,

20

Ketua SeLretaris

Partsl

Ketur SeLretads

DFW/DP!)/DPIC Pertal Poltttt et rr lcbutra r'ln *l/

Gabungra DFr/DDD/DPC Plrt t Polttll rtau lcbutrn ld! *l

M.aet/ Kebuprtcr/Kotri)

Yrag fongqluta! P.t.lgr! c{lm *l

psrtd

(..................----l t...................---.1

(..........................1 t.......................-.1



Partal

Kctua

(........ . .. .... ....... ... .l

Sckrctarls

t.. ................. .. .... .l

Crlon lfddl Guberanrr/

ftHl Buprtt/9rEl Welllota*l

.t

Celog Gubernur/Bqpatl/Waltloterl

Paraagar Calon

I I(.

Kctcra.D{ar:

') Pilih salah satu.
halaman dibubuhi pa-raf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Pa.rtaiSetiap

Potitik.

1.

cap



MODEL 8.1.2-KWK
PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di ba'.vah ini, Pimpinan Tingkat pusat partai

ciengan ini menyatakan:
1. Dalam proses sele<si Ea-<al Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan

Calcn Bttpati dan Wakil Bupa:i Grobogan Tahun 2O2O yang diajukan kepada
KPU Kabupaten Gi'cboqan rr:er::iliki integritas dan komitmen yang tinggi untut<
tidak melakukan t:llak l<orupsi, kolusi, dan nepotisme atau mElakukan
pelanggaran huku=.

2. Bahwa dalam selel.:si terhadap Bakal pasangan Calon atas nama:
a. Calon Br,rpati:

b. Calon Wakil Bupati

kami melal<ukan secc.ra terbr:l<a dan demokratis sesuai dengan Anggaran
Dasar dart Anggarzu-- Ruma-- Tangga dan,/atau peraturan internal Partai Politik
dengan rnr:ngu.tamak'--n Bakal Pasangan calon yang bukan merupakan
nrantern Lcrpidana l:orupsi,

Demi[<iar.r PAI('I'A INTEGR.ITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti
pemenlthan llersyaratan pen,:alcnan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Grobogatr se sutti l<etentuar- yang ber-aku dan dibuat dalam I (satu) rangkap a.sli
nr-rtnl< clapat clipcrgunakan sebaga.imana semeslinya.

Yang \{enyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat

Parlai

I(etua Unum/ sebutan -ain, Sekretaris Jenderal/sebutan lain,

l, Nama
Jaba-tan

2. Nama
Jaba.tan

cap

Pa rpo I

Keteranqan :
-) Pilih salah satu

Ketua Umum/ seburan lain*)

Sekre:aris Jenderali sebutan lain*)

MAIERAI

20

,



MODEL TT.I.KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAIY WAI(IL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

Bahwa lrada hari . ..... tanggal bulan
?ahun cua ribu telah diterima dokumen persyaratan
pencalor:an dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas
n8lnle-:

Nama Bakal Calon Bucati :

2. Narna Bakal Calon Wakil Bupati :

)'ang ber:si jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan
dipenksa clan akan drcatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran
Pasangan Cak;n Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20.

Yang, Menycrahkar-, Yang Menerima,

I\,ama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

CAP



((

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPA'I'I DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

LAMPIRAN MODEL
TT.1-KWK

l Iclentitas Bakal Calon Bupati
Nama : ............
Alamat : ............

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama

AIamat
Nomor Telp

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran
Hari
Tanggal

Waktu

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *") pengusul :

NO
PARTAI
BOLITIK

ALAMAT KANTOR
DEWAN PIMPINAN
PARTAI POLITIK

NOMOR
TELEPON
DEWAN

PIMPINAN
PARTAI
POLITIK

NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT

PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
PIMPIITAN PARTAI POLITIK TINGKAT

KABUPATEIT TENTANG KEPENGURUSAIT
PARTAI BOLITIK

NOMOR & TANCTGAL
KEPUTUSAN PIMPINAN

PARTN POLITIK
TINGKAT PUSAT

TENTAI{G
PERSETUJUAN BAXAL

PASANGAN CAI,ON

l
2
3

\



(' (

2

A. SYARAT PENCALONAN

NO JENIS DOKUMEN

N'lodel B I{WK -

B. SYARAT CALON

1. BAKALCALON BUPATI

BAKAL CALON DNRI PARTAI POLITIK

HASIL P,EN EL ITIA N XEI,FIN GK A PA N DA N xEA R SA HAN DOKUMEN

KETERANGAN
ADA

1'IDAI(
ADA

MEMBNUHI
SYARAT

TIDAX
MEMENIIHI

SYARAT

.)

3

Model B.l. KWK Parpol
Ivkrdcl B.2. KWK Parpol

,1a Nlodel B.3. KWK Parpol
cJ lv{odel 8.4. KWK- Parpol (keabsahan

dokumen
diteliti pada

InAS€\
ver ifikasi)

6 Kepntusan tentanS Kepengttrusan
Partai Politik tingkat Kabupaten

7 Surat Keputusan pengambilalihan
lvcwcnang, dalaun pcndafLie.ran
pasangarl calon
Catatan :

Diisi bagi Pasangan Calon Yang
pendaftaranny,a tidak dilakukan
oleh Pimpinan Partai Politik tingkat
Kabupaten

NO JENIS DOKTIMEN KETERANGAN
ADA TIDAKADA

I Model BB.l KWK
Model BB.2 KWK

3. Keputusan pemberhentian dari
adalah Arrggol-a KPU, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu,

pejabat berwenang aPabila Calon
Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KlP
Bawaslu KabuPaten, Panwas

Kota.
4 Surat keterangan tidak sebagai terpidana berdasarkan

I

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

2.



(

3

5

putusan pengadilan -\'ang telah berkekuatan hukum tetap dari
pcrrgadilan negeri y'ang rt'ila-\'ah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana 1'ang trdal< mcn1alanr

ana dalam n ara
t). Bukti telah mcngemukakan kepada prrhlik secara terbuka dan

slrrat l<abar lokal atau nasional 1i Surat kabar

Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak
alani dalam ara

6 Bagi Bakal Calon _yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadrval pendaftaran clan
bukan rnantan tcrpidana Bar-idal Nar-koba al-au kejahatan scksual
terhadap anal<:
a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara

dari kepala lembaga pemasyarakatan
b. Putusan pengadilan lrang telah berkekuatan hukum tetap

7 Dalam hal bakal ca.lon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai
menjalani masa pidana peniara tetapi belum melampaui paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaltaran dan bukan
mantan tcrpidana bandar narkoha atatl kejahatau seksual terhadap
anak:
a Bukti telah mengemukakan kepada publik secAra terbttka dan

iuiur pada surat l<abar- lokal atau llasiorral (klipirts
b. Surat keterangan yang menyatakan bahawa bakal calon yang

bersangkutan bukan pelakukejahatan berulang dari Kepolisian
Resort

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari
le mbaga pemasyarakatan

d. Sulal" kctcranrgatr Lclzth sclcsai rnerrjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasart
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

c. I\:tusan pcngadilan yang telah berkekuatan huktlm te,tap
8 Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya

meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa :

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunlai kekuatan hukum tetap

b- Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara
perseorargan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

\

(
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4

tanggu ng jau,a!1rva,\'an g merU keuangan negara
SurilL I\ctcrarLgun L.rtrlLiln kcPolisiar-r ,\ lrIIg lr-lcnerangkan Bakai caior-t
pernrrlr /iiclak pern;rh nrclakukan perhuaian tercela dari Kepollsiar-r
Resort
Sr-rrat tanda terima pen)'erahar laporan harta kckal'aan
pcnl clcr-rggara Ilcli, r u dar i Iiurrrisi I'ernberantasan Korupsi
Surat kcterangan tidak sedallg dirrr-atakan pailit berdasarkan
putusan oengadilan vang telah mcmprrnvai kekuatan hrtkum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggr yang wilayah
hukumn_vn meliputi tempat tinggal calon

9

r(.)

11

t2 Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat
calon bers kutan terdaltar se
a Fr)tokoli kartr.r Nomor Pokok \Vaiib Pajal( (NPWP) atas narrla

calon
b. l'anda terimtr pcrryampaian Surat Peurbcritaltuan 'l'ahunan

P;r.jrl.; Pnnghnr,il,'rr Wttjil-r PajaI: Orang Pribltli ;rlrrr; rrtlrtrt bttktt.l
cakfn, untuk masa 5 (lrma) tahr-rn terirkhir atau sejak calon
menl adi wajih pajak

c. Tanda bukti tidak mempunl,aitungg,L
Surat keputusan rrerntrrrhenl-iirn sebagai pcnjahat Gtlhernttr,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota hagi calon yang berstatus
sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atall penjabat
Walikota.

l3

).4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
r5. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Grobogan yang ditandatangani Pasangan Calon

t7 Daftar narna Tim Kampanye Kabupaten dan Kecamatan
18. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam tttih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran lO.2 cm x 15.2 cm (4R) Berurarna sebanyak 2

Iembar
d. Softcopy Foto sehagaimana huruf a, huruf b dan huruf c

i



((

5

JENIS DOKUMEN

IIASIL PtrMERIKSAAN
KELEN GKAPAN DOKUMEN

ADA

Ir{odr:l BI3 I KwK
N4odcl BR 2 KWli
lie put itslrrt llctllllt'r
lrcllrlrtlt -\trggt.rLlr

Kabupatcrr/ liota,
Kabu Kota.

hcntiiur dari pejabat beru'enang apa
IiPU, KPU KabuPaten/ KIP Aceh,

Bawaslu, Bar,','aslu IiabuPaten,

bila Calon
KPU/KIP

Pauwas

NO TIDAK ADA
KETERANGAN

I

)

Surat kc' crangan t iclak pernah SC bagai terpidana berdasarkan
tan hukutn tctaP dari
mcliputi temPat tinggal

pu t LIS alI pc rgadil ifll al rB trlii I lret' ke ku ;l

pengadiliin negcrl _\'ang 'ilavah huku m n): a

ca-lon
Bagi Bakal Calon dengan statu S terpid ana yarrg tidak menjalani

idir lil dil;n't pcll lura
dana. Bukt te lah ltte llgemu kakan kepada pu blik secara terbul<a

sura t kabar lokal ata u nas ional Surat

b. Salinan putusan pcng:rdilal YanS te lah herl<elintatnn httkttm

tetap
c. Surat I(ctcrangan dari kejaksaan mengenal terpidana tidak

dalam pen lara
nJ aiani picl ya

Bagi Bal<a Calon yang telah SC lesai me masa an a n

paling singkat J ( lima) tahun SCrbelu m J ad rrral pendaftaran dan

bukan mantan te rpidana Bandar N arkoba atau kejahatan SCKS ual

anak:
a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara

dari Iem

4

5

6

anak:
a. Bukti

jujur
telah mengemukakan kepada pubtik secara terbuka dan

surat kabar lokal atau nasional (kliping

b. Surat keterangan
bersangkutan bu

]'ang men),atakan
kan pelakukejahatan

bahawa bakal calon Yang
berulang dari KePolisian

Rcscrt I
c. Surat telah selesai masa dari

2. B-AKAL CALON WAKIL BUPATI :

.1.

Putusan
Dalam hal bakal ca]on Mantan Terpidana yang telah selesai

peluill'a tetapi belum mclamPaui Paling
jadrval pendaftaran dan bukan
atau kejahatan seksual terhadaP

menjalani rnasa pidarrer

singkat 5 (lima) tahun sebelum
mantan terpidana bandar narkoba



(

6

lem pem as,r,'arakatan
ci. Surat keteratrgan telah sclcsai menjalal-ri pcmbebasan bers,varat.

cr.lti lrersvarat atall cltti menjelang hehas dari kepala hadan
pcrrras-1'zuaka[alr, dala-rn lr:rl Bzrka] Calon mendapat pembebasan

cuti be t otau cutr mcn bcbae

(

b ,-: r s '.'it r-it t
e Putusan pengadilan )'ang telah berkekuatan hukr:m teta

a Siir-irt I(rir'r'ijltgilrt dari Pcrlgtrdil:ln Ncgt'ri I i',rl;i rvilayah hukumnya
Iti *,'.-,-.,. ti'.oorl
!\-- -.r-i-!.L r--.bb!.r

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
ilan van telah mern kekuatan hukum

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum YaIg menjadt
talt il rrra b meru kan keu nn

9 Surat Keterangall catatan kepolisian yang merlerangkan Bakal calon
pernah/tidak pernah mela-kukan perbuatan tercela dari Kepolisian
Rcsorl.

10 Surat tanda terima penyerahan laporan hal-ta kekuyaurr
lx:r t Yclt : rtp,p,;t ra Nrg;-r ra rl a ri Korrrisi Perrtltera n ta satr Kort I psl

11 Surat keterar-rgan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
ptltl-rsall Pengaclilan Jrang telall tnetnprqllv6li kck-uatan hukum tetap
dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilaynh
hukumnva mcliputi tcmpat tinggal calon
Dokumen 1,ang dikeluarkan oleh Kantor Pelavanan Pajak tempat
calon yang bcrsangkutan terdaltar selagal u'ajib pajak

t2

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas narna
calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal
calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon

ib
c. Tanda bukti tidak mempunvai tunggiakan pajak

13. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus
sebagai pcrrjabat Gubcrrtur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota.

14.
15. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah

dileealisasi oleh instansi yang berwenang
16. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Grobogan yang ditandatangani Pasangan Calon

\

Potokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik



((

1

Yang Metryel'ahkatr
Tim Pasangan Bakd Calon/Bakal Pasangan Calon *)

.)

Yang Menerirna
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan /Ketua Pokja Pencalonan *)

I

Keteranqan :
*) Pilih salah satu

17 Daftar nama Tim Kampanve Kabupaten dan Kecamatan
18 Foto Terbaru

;, P;,s [ar]to Rcr\\';rl-n:l r rktlratl .116 r-tt.t k 4 lembnr
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm se 4 lembar
c. Foto calon ukuralt 10.2 cnr -x 15.2 cr.n (4R) uenvarna sebanyak ,,

lr-'mbar
tl. Soltcopy Foto sebagaimaua huruf a. huruf b dan I'ruruI c



MODEL TT.2.KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAII(AN PASANGAN CALON BI'PATI DAN
WAKIL BUPATI DALAIVI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

Bahwa paia hari . ... tanggal bulan Tahun dua
rib'r , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, atas

nama:

1. Irlama Bakal Calon Bupati :

2. i{ama Bakal Calon Wakrl Bupati

Yr ng t,erisi jr r-ris dokumen dalam bentuk hardfile dan sot'tfiie yang akan

diccriksl cla.r.r akan dicatat ca1a.m Lampiran Tanda Terima Dokumen

Perbaikcn Pr,.sangan Calcrr Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

20

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nama Lengkap dan Tanda Tangan

I
!
I

_-J

I.

CAP



LAMPIRAN MODEL
TT.2-KWK

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGA}I CALON BUPATI DAN WAKTL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPAI'I GROI'OGAN TAHUN 2O2O

1 Idcntitas Bakal Calon Bupati
Nama :............
Alamat : -.-.........
Nomor Telp

2. Idcntitas Balcal Calon Walcrl Bupatr
Nama : ........-,...

.l

Alarrrat
Nomor Telp

Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftararr
Hari : ..............
Tanggal : ..............
Waktu : ..............

A. SYARAT PENCALONAN

NO JENIS DOKTIMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKUMEN KETERANGAN

ADA
TIDAK
ADA

MEMENT'HI
SYARAT

TIDAI(
UEUENT'HI

STARAT :

1 Model Et.4. KWK-Parpol (keabsahan dokumen
diteliti pada masa
veritrkasif

2 Keputusan tentanrg Kepengurusan
Partai Politik tingkat Kabupaten
dalam hal terjadi perubahan
kepengurusal setelah pendaftaran

Digunakan sebagai
dasar untuk melakukan
koordinasi da,lam proses
pencalonan

(

ON DARI P



(

NC) .IENIS DOKIIMEN
HASIL PEMERIKSAAN

KELENGKAPAN DOKUI\TEN
ADA TIDAK ADA

lr4odel BR 1 KWK
Moclel BB.2 KWK

KF)TERANGAN

2

4

I(eputusan pemberhentiar-r dari pejabat benvenang apa bila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh,
KPU/hlP KabupaLerr/Kt-rta, Bawaslu, B:rrvaslu Kabupatcrr,
Panrvas Kabupaterr / Kota.
SrrraI kerc'rangan tidak pernah scbagai terpidana berdasarkan
pLrLLtsiul 1-lcrtgnciilurr larrg tr:lzrlr ll:rkr:krraliart lrtrkuttr lr:lie1r rlerr i

pengadilan negeri )'ang lvilayah hukumny'a meliputi lempat
Irn I calon

5 Srrr;rt k('terangan dipidana karena kealpaan ringan (ailpa
k-:r.,i-.J rrlilu ales;irtt politik berdasa-t-l<arl putusall pengadilan
yarrg tclah rnetnperoleh kekuatan httkttm tetap dari pengadilan
ncgcri 1'ang rlenjatuhkan Putusan, bagi bakal calon yang
pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa leuisl
atau alasan politil<.

[(ealpaan
ringarr/ alasol
politik*)

6 Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tldak
alani idana dalammen

a Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal
atau nasional yeing menerElngkan bahwa Bakal Calon telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam

ara
h. Rr:kti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka

dan jujr:r pada surat kabar lokal atau nasional (kliping
surat

c. Salinan
hukum

putusan pengadilan yang telah berkekuatan

d Surat keterangan dari kejaksaan mengenar terpidana tidak
dalammen

7 Salinan putlrsan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
terap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menlalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)

lalrurr scUelurrr jadwal pendafta-l'au dall bukan martar

(

B. SYARA'T CALON
1. BAKAL CALON BUPATI :

I

.-) .
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terpldana bandar nlarkotlrl atau ke.jaha[an seksu aJ tcrhadarP

allak
Dalam ha
selesai nr
puling stn
bukan m
scksua,l tcrl-rad anak:

l-b a k-'--al ca l,o,',, ]m :' --' s J.-r 
" 

r'

Lcnjalani picla.na penjara tetapi helr:m. mtrlamp:lut
gtrat c (lima) tai:urr st--llelum ied""'al pet-idaitaralr dl.;rr

ir-r,"., terpidanr: bandar narkoba etau kcjah"lllln

L l,un;;eii,u l;.;kai, kcpad- p.iblili sccara tcr';ui;i^

b

dnn jrrjrrr podo st:rot l<irbar lol<ill atatl lla$ional (l<liptnq

surat ka
surat keterengen )'anil menJ'atakan hahn'a Rakal Calon

yang bersangkrttan trttka n sehaga i pelaku kejahatatr

berulang clari K-gPlgen 4
c. suraL kctetalrgatt telah selcsal 'lle'rjalatri 

urasa pidana dari

9

__ k"tglq leu'r

d. Surat kcteran gan tel:rh selesai menjalani Pembebasan
bersvarat , cuti bersYarat atau cutl menjelang bebas dari

kepala badan pemas\ arakatan, dalam ha,t Bakal Clalon

mendapat pembebasarl bersyarat, cuti bcrsyarat atau cutl
bebas

r2 Surat keterangarl tidak sedang dinYatakan pailit berdasarkan

putusan pengadilan Yang telah memPun)/ai kekuatan hukum

tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi Yang

huku tr calon

Dokumc-n yang dike luarkan oleh Kantor Pela','anan Pajak

I

kumuhberkekuatantelahPu tusane
vahu'ilaN rllan !'angcgcarldn Pengadieranga

n atak anmeCalontem t angme tinggalpaliputi

tusanbcrdasarkanhak put llyadicabu pilihSCTidak danglL
teuh kumkekuatantelahilan

Surat ke t,

hukumnva
bahrva :

wabn

secarahumemiliki tangngantanggub. Tidak sedang
menjadiu kumhbadansecaraatau yangdanlperseorangan

ketcrangan catatan kepolisian yang

Calon pernah/tidak pernah melakukan per

daerah

Surat menerangkan Baka-l

buatan tercela dari10

ll

l3
tempat calon Yang bersan gkutan terdaftar sebagai wajib pajak

(

harta kekayaanlaporantenma penyerahan



(

li Fotokopi kartu Nomor
nama ca-lotr

Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

b. Tanda terirna perlvampaian Surat Pemberitahu an'lahu tran

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama

Uaial catr,t',, untuk ma:;a 5, llima) tahun tcrakhir atau sr:jak

calon men i rvaiib pajak
ul-t\ al tu

(-...- . l- 1. ..1-.'-.:, i-
iriiiri KCilULU.,.tii PCil'uL, rrLrrLrdrr

pcnjabat Bupati atau Penjabat
berstatus sebirgai Penjabat Gube

bat Walikota

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

c Tanda bukti tidak mcrt
scbagai pcnjabat Gubcrr:ur,
Walikota bagi calon Yang
rnur, penjabat BuPati atau

15.
r6

La-njut.u'r Tingltat Atas (SLTA

dilcgalisasi <,rlclt irrsLurtsi vdrI,{
l'irltrkolrr rpt.alt I)tlIP.llt lrirll I

yang tclah dilcgalisaei olch

dudPen ku ElektronikuKart TandaFo tokopi
ohSel<olSTTctTan Tamattl B)Su rct BcloiarjazaltFoto]<o pr

telahatau arlgvsederajat)

',s'2 n.)*)

rnik.CLII

Il) Ior aI I I(
I

instsnsi bcrwcnangyang
itkitrlektrrtInIIlE rIt- LIBuilu Cirlol<ir I

LIr11CCalon5Par rfgac padakah IiIIS daliI L1r-r8,U1N l5r, prugrall]
Kabupatenann JPemRencana Panjangbangu angka

dito-n

(RPJP)
CaIon

t'i

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x

Tingkat KabuPaten danTim Iiampanvc

u 4x6ran mc SCuBenvarna kFotoPasa.
ranku x64 SCcmltaInH tihPu uFotoPasb.

15-2 cm (4R) Berwarna

churufdanhuruf burufh

4lembar
4lembar

2lembarSC

Foto sed

Foto Terbaru

Daftar nama
liccamatan

19

KELENGKAPAN DOKUMEN
TIASIL PEMERIKSAAN

IGTERANGAN
TIDAK ADAAI)A

NO

Model BB.1 KWK1

Model BB.2 KWK
dari bat apabilaberwenangpeJatusan pemberhentianKepu

KIPK PUK PUadalahCalon
3

(

18.

JENIS DOKUMEN

2.



KPU/KIP KaL.rupatcn/Kol-a, Bau'as1u. Bawaslu Kabupaten,
Parru as Kabupaten/ Kota.
Surar- keterangan tidak pern.th sebagai terpidana
bcrdasarkan putusan pengadilan -vang telah berkekuatan
h,-rl<um tetap dan pengadrlan negerl _r:ang rt,tlal-ah hukumn_va

calon1.1 i Lr Lr Lcril
S.rlri i<eterangar-i clipidana karcna kealpaan ringan (atlpa
/.:,iei itaLl il.sin politik bercl.asarkan putusan pengadilan

-\'ilng relah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pcngadilan negeri _vang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon )'ang pernah rtipidana penjara karena kealpaan ringal
t-ulpa leuis) atau alasan pditik
Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
ntcrl alarri an:r dalarit lietrjar tr
a Surat keterangan dar-i Pimpinan Redaksi rrtedi;L rnuri.\a

lokal ata u nasrona I yang menerangkan bahwa Llakal
Calon teiah secara terbuka dan jujur mengemukakan
l<epada publik sebagai terpidana yang tidak mcnialani

darra dalarn at-ra

4

) Kealpaan
ringa;r,/ al.:.sar
politik*)

6

b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka
dan jujur pada surat kabar lokal atau nasiona-l (kliping
surat kabar)

c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak
menialani pidara dalam pentara

7 Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam hal bakal Ca-lon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani masa pidananya pa.ling singkat 5
(lima) tahun sebelum jadrval pendaftaran dan bukan mantan
terpidana bandar narkoba atau ke_jahatan seksual terhadap
anak

8. Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah
sclcsai menjalani pidana perrjara tetapi belutrr melanrpaui
pahng singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan
bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan
seksual terhadap anak:
a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbnka

dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional (kliping
surat kabar);

b. surat kctcrangan yang mcnyatakan bahwa flakal Calon

((



((

c

),ang bersangkutarl bukan scilagai pelaku kejahatan
be darri san ciaerah

surat keterangall telah selesai l]]enialani masa pidana dari
ke lemb

( Sr:rat kctcrangan telah
bers-r'arat, cuti bers-\'arat
kcpala badan pcmas)'ara

men Ian bebas

sclcsirt menjalani PembebastLn
atau cruti mcnlelang bebas dari
katan dalam hal Bakal Calon

l:raiiCu.irat penlbcba:*:: '.;crslcrr.:, cu'.i bcrsi'aiat atau cutl

9

Sttrat keterangan ('.Alalan.

Bakal Calon Pernah/tidak
keprtlisian yAng menerangkarl
pernafr rnelakukarr perbuatarl

tercela dari Kepolisian daerah
Sr-traI tarrcla terinra petryerahatr la1'lorarr harta kekayaar-t

penvele nggara Negara dari Komisi Pcmberan tasan Korupsi

Surat keteralgan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi Yang
wilayah hukumnya meliputi tempa t tinggal calon
Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak

10.

11

t2

l3

b. Tanda terima PenYamPaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau calon meniadi waiib paiak

c. Tanda bu kti tidak
Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur,
penjabat BuPati atau Penjabat Walikota bagi calon Yang
berstatus sebagai Penjabal Gubernur, peni abat Bupati atau

l4

t

e. Putusan tclah lrt-:rkck u ia tar-r hukum

perseorangan dan/atau secara' badan hukum yang

nrcnjacli tartggt-tlrgjarvatl-rrrvit )'LrIl8, trret ttgikittl kct'tittrgitti

wilavahdari -\'angNegeriSurat Pengadilanketerangan
Calon menyatakantinggal yangtempatmeliputihukumnva

bcrdasarkanI'rak putusandicabuta. Tidak pilihni,'asedang
hukump!n€qqilq!

secarahutangmemilikiTidakb. tanggungansedang

bahu,a :

a. l'otokopi kartu Nomor Pajalt (NPWP) atas

nama
Pol<olt



( (

peniabat Walikota.
Fotol.:r-rt;i h.:rrtu Tancirr Pcnciudul< Elel<tronik

I a-.

l7
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Fotr>kopi ijazah'Srtrat Tr.:nda Tamat Belajar (STTB)

Sckolah Lanjuta:-i Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat,
tcli-rl r cl ilt'g,al i :;i,r r, i olc Ir ir i :, t:.] nsi -\'a rr g qe l\\llll!u_l_ll

b. Fottrkopi ilazab. perguruan tinggi (Dipltinra/ S I / 52/ 53')).
_\'img tclal-r clilcgalisarsi olclt instansi -\ ang beruenang,
a1-rabilrr Rrrliirl Ci:l,rn lr/'rtir1^:'.r-llr:l:;'.tr gclet- al.:a.1t'trrik

Naskah visi, misi darn progrirm Pasangan Calon mengacu
putlu Rt'nr:rlru Pcurbirrtgultrut .-lalrgka Panjang (RPJP)
Kabupaten Karanganvar yang dita.ndatangani Pasangal Cglen_
Daftar narna Tim Kampan-r,e Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan

19. Foto Tcrbaru
a. Pas Foto Benvarna ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (aR) Berwarna

scbanyak 2 lcmbar
d. Softcopy Foto sebagaimarra huruf a, huruf b clan huruf c

Yang Menyeratrkan
Tirn Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *)

I

Keterangan :
*) Pilih salah satu

20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/ Ketua

Pokja Pencalonan *f

I

t

i .r.
I



MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA

HASILPENELITIANPERSYARATANADMINISTRASIDOKI'I\IEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYA'RATAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN \I/AKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

Pada hari ini ...'... tanggal "
'larhun rl uta rib u . '. ' bertempat di

KPU Kaltrtpat,:n Grobogan telah melaksanakan

. bulan

penelitian persyaratan
dokumen Persyaratanaclministrasi t.c.rhadap lreler-gkapan dan keabsahan

pencalo:ran dim persyaratan calon Bupati dan wakil Bupati Grobogan, atas

namet:

1. Calorr BuPati

2. Ca-cn Well':il BuPati

Hersil :cnelitian persy,aratan administrasi terhadap kelengkapan dan

l<eabsal'ran clol..umen peisyaratan pencalonan clan perSyaratan ca-on tersebut

cl iLlrt.r :-lg,{LIrl cl :tl:itrl tallel sebagi'timana Lerlampir'

Demi-kian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditan,laiangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Grobogan' Berita

Acara. clisamPaikan kePala:

1. 1 (sa'-r.r) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;

2. 1 (sa--r-r) rarlgkap untu,': arsip'

KPU KABUPATEN GROBOGAN

NO TAIYDA TANGAN

I

,2

Anggota3

AnggotaI

5

NAMA JABATAN

KeLua

Anggota

{
{
{

Anggota



((

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEI'IELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAI{ PDRSYATIATAN CALON DALA]\{ PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

TAHUN 2O2O

Hasil pt nelitian pers;,aratan administrasi dokumen persl,aratan pencalonan dan persl'aratan calon dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas :

Nama Calorr Bupati :

Nama Calon Wakil Bupati :

scbagar bcnkut:

A. SYARAT PENCALONAN

NO JENIS DOKUMEN

LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
KETERANGAN

ADA
TIDAI(
ADA

MEMENI'HI
SYARAT

TIDAK
MEMENUHI

SYARAT
DARI PART

I Model 8.4. KWK-
2. Keputusan tentang

Kepengurusan Partai Politik
tingkat Kabupaten

3 Slrrat Keptttttsan
pengambilalihan wewenang
dalam pendaftaran pasangan
calon
Catatan :

Diisi bagi Pasangan Calon
yang pendaftarannya tidak
dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat
KahuFaten



(

R, SYARAT CAI,ON

1. BAKAL CALON BUPATI

JENIS DOKUMENNO

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUIiIEN

ADA
TIDAK

ADA

MEMENUH
I SYARAT

TIDAI<

i Model BB.1 KWK
2
.)

Ivlodel BB.2 KwK
l\cl)utusatl peurberilential dari pejabat
berwenaug apabila C'.alon adalah
Anggota KPU, KPU KabuPaten/KIP
Aceh, KPU/KIP KabuPaten/Kota,
Rl*v;rr;lrt. Rlrrv:rsltt [i;tlrttltlrlt:rt, P:lttrv:'ts

Kabu I(ota.
4 S ttrlrt ke teriin FIil ri I irlak pcrn:r tr sclxa g:r i

tcrpidana bcrdasarkar) putusan
pcngadilan yang tclah bcrkckuatan
hukum tetaP dari Pengadilan negeri

]'ang '"vilayah hukumnya meliputi
te calon

5 Bagr Bakal Calon dengan status
terpidana yang tidak menjalani pidana
dalam
a. Bukti telah mengemukakan kePada

publik secara terbuka dan jujur
pada slrrat kabar lokal atau
nasional (kliping Surat kabar)

b.

c.

Salinan putusan Pengadilan Yang
telah berkekuatan hukum
Surat Keterangan dari kejaksaan
mengenai terpidana tidak

dalam
6 Bagi Bakal Calon yang telah selesai

menjalani masa PidananYa Paling
singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan

KETERANGAN

(

I

SYARAT



terpidana Banci;rr Nilrkol;a atau
rtn scksual tcrhadap iqr

D.!_r.-_ 1..-l li, l- r'

ak
3 Sur(tt keten:rqan t(-'lalt selesai

r r r':l rj.,-J a-t r i 1 1 111- 11 1-'i,-l41ttt p,r_i ar a r-lar i
kcptrla Iembagir pollll s\.il fii [<r)ta ll

b Putuszrn pengadllalt -\'ang telah
bcrkckuatar-r l',

l(l L

'lerpidirna ),;lt'tg tt lah st-ir:s;ti rnen.jalatri
mr).ir) Pidona 1tt'njilrtr tetil[)i ltCIur-r-t

me lampalli pa.linq slnql.:ar 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pcndzrftaran dan
bukal.r mantan tc-'rpidana bandar
rrat koba atau l'.cjalratarr scl,.suul
terhacla anak
a. Bukti telah mr:ngemukakan kepada

publik secara terbuka dan jujur
pada surat kabar lokal atau
n?@(!Lnins

b. Surat keterangan y€rng ;nenyatakan
bahawa bakal calon yang

bukar.rbersangkutan
pelakukejahatan berulang dari

Resort

Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri yang wilal,'ah hukumn-r,a
meliputi tempat tinggal Calon ]-ang
mellyatak?! bah-wa :

c. Surat l{eterangan tclah
menjalani masa pidana
lembaga pemasyarakatan

sclcsai
dari

d. Surat keterangan telah selesai
menjalani pembebasan bersyarat,
cuti bersyarat atau cuti menjelang
bebas dari kepala badan
pemasyar-akatan, dalam hal Bakal
Ca.lon mendapat pembebasan
hersyarat, cuti bersyarat aralr cltti
metlel3ng ig!?s

e- Putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap

8.

( (

II
I



(

a- Tiriak scciai'rg dicabut hak pilihny'a
bci-dasa-i-k:,rrr putusal.t pengadilan

-1.;:ng tel:rlt nrcmpunvai kekuatan
hukum lctrl

1t)

b. 'l'rtt;rk scdartg nrcmiliki tanggung
ja'vab hu'.ang secara perseorangan
di;;'i/atau sccara badan hukum

--..'.;^.1: 
.,..-^,- r.-^ ;^'.'^la"''^

_r*.^D .rri.U*... \qrrbDqrrb Jsr!sv^'Je

Surai Ketcrallgatl catatall kepolisian
yang mcncrangl:an Bakal calon
pernirh/tir:litl< pern;rh mel;akttkan
pcrbuetan tcrccla dlrrt l(cpohslan

laporan hart.r l:cl:a-\'aan pcn\rclcnggartt
Ncgal'a dari liomisi Pemberantasan

9

mcru karn keu

Surat tanda tcrima pcnycrahan

II

Rt:srlrl

I(onr
11 Sr:rat keti:rangatr tidak sedang

dinyatakan pailit berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kelqratan hr.rkum tetap dari pengadilan
niaga atau Pengadilan ringgi Yang
wilayah hukumnr a meliPuti temPat

Dokumen yang dikeluarkan
Kantor Pela-r'anan Pajak tempat calon
yang bersangkutan terdaftar sebagai

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib

oleh

PW atas nama calon

calon

b. Tanda terima PenYamPaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi atas llal'na bakal calon,
untuk masa 5 (lima) tahun terakhir
atau sejak calon men.ladi wajib
oarak
.J

c. Tanda bukti tidak nrerlpunyai
tunggol<an Pcrjalt

Surat kePutusan Pcnlbcrherttian

t2

(

13.



((

scl)ag:ii pclt-iai)ilt (luberrrur. perr-iaL;it
i?LL1.r:.11i ;rl:li 1:r,'rrj;ilral W;rlikrrta lr; v1

cill()n van.q llcrstatus sebagai peniallrt
Clubernur. penjabat BuPati at 1u

II abat Walikotu
T4 Fotokopi Karlu 'landa Pencl uci rr k

Elcktronik
116r^!.6ni i:.,-n). /al'-rt T:rl''1flr Tf::-,t
Bclajar (STTB). \'ang telah dilegalisirsi
oleh instansi van ltenvenan

r6. Naskah visi. misi dan Program
Pasangan Calor-r mengacu Pada
Rencana Peltrbangunan Jangka
Parrjarrrg (RPJP) liaUupatcri Gto[-.'ug.rrr

vang dirandaranganj BaBa4gan Cqlgl, _

Daftar nama 'lim KamPanr e

Kabu dan Kecamatan
I8 Foto Terbaru

a. Pas Foto Bcrr','arna ukurall 4x6 cnl
lembar

h. Pas Frlto Hitalt'l Putih ukuran 4x6
4 lembar

c Foto calon ttkrtran lO.2 cm x 15 2
urn (4R) Bct wal rta sclia-rr,va-lt 2

lcrnbar
d. Softcopl' Foto sebagaimana huruf a,

huruf b dan huruf c

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI :

t7

NO JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

TIDAI(
MEUEITUH
I SYARAT

KETERANGAN

I Model BB.l KWK
2 Model BB.2 KWK
J Keputusan pemberhentian dari pejabat

berwenang apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

T

1-

-+
I-

I

-T T I



(

4
Kzrbu Panu'as Kailu patcn / Iitrtir.

Srr rir t kct.trttg^n tidirk pernah scbagai

tinggal ca lon
alon dengl:n status tc rpidanaBagi Bakal C

l'ang trdal< menjaleni Pidana t1 etl a rlr

ara:
telah meng,'mukakan kepada

secara terbuka dan juju r pada

kabar lok:
Surat kaba:

sional

b. Salinan Putusan pengadilan ]'ang
telah berkektrata rilr rr ku nr tqlg-P

c. Surat l(ctcrangan dari l'.cjuk uueu

rrengcnai tcrPidan ir trclak menjalani
rlala rtr ra

Bagi Bakal Calon )'ang telah selesai

menjalani masa Pidanauya paling singkat

5 (lirira) tahun scbclum jadu'al

bukan mantan terPidana

terpidana berdlrrr:l<an Pllrllsan
pcrrgudilarr \ al'lg tr iah bcrl<cLrttnTnn
'hukrrn tetap dari pen3rrdilan negen ]'ang

rvilayah hukumnl'L meiiputi telllpat

5

a. Bukti
publik
surat rl atau lla

pcrrdaftaran dan
Bandar Narkoba

anak:
atau kejahatan seksual

6

a. Surat keterangan telah selesai
ara darimenjalani masa pidana peJ

b. Putusan pengadilan Yang telah

7

(

E

dan jujur Pada
atau nasional

kepada
a.

terbukasecarapublik
lokalkabarsurat



b. Surat l:eterangan vang menvat
bahau i, bak.el ca-lon

akan
Yang

bersanl ktttan httkrn pelakl:ke.jahatan
berular, dari Ke lisian Resort

c. Sut'at lietet'at-rg;.t-r telah scicsiat
menjal,ni masa piciana dari lembaga

.rraka tan
C. Surai lictcia;-^;;;: iclah sclcsal

menjalani pembebasan bersyarat, cutl
bers'u'at-at atau cLIli menjelang bebas
dari klpala badan pcmasyoral(atan,
rlalarn hal Hakal (lakrrt tttctltlialrill
pembebasan berst'arat, cuti bersltarat
atuu cuLI bebas

e. Putusan pengadtlan yang te lah
bcrl:ckr latan htlkllm Ictap

Surat l(ctcrangan dtrri Pengudilurr Negeri
yarrg n'ila-r.ah httkttmrrva m<:lipul"t Lcrrlpal

Calon MC bahrva
a- Tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempttnt'ai kektlatan hukum

8

b Tidak scdang mcmiliki tanggung jau'ab
hutang seca-ra perseorangan dan / atau
seca-ra badan hukum Yang menjadi
tanggung jawabn-va yang merugikan
keuangan negara

Surat Keterangan catatan kepolisian yang
menerangkal Bakal calon pernah/tidak
pernah melakukan perbuatan tercela dari

Resort
10. Surat tanda terima penl'erahan laporan

harta kekayaan pen)'elenggara Negara
dari Komisi Pemberantasan Koru
Surat keteralgan tidak sedang
dinyatakan pailit bcrdasarkan putusan
pengadilatn yallg telah melnpunya-I
kckual-an hukunr tt:tap duri perrgadilurr
niaga atatt pengadilan tinggi yang wilavah
ltukutrrrrya nrcliputi Lcrrrpat LilFgal ctrlori

(

I

9.

'il.



(

Dokumcr-t .r':it-rg dikeluarkan olch liantcri
Pcla-t atttrtr Pa.;ak telnPat cinlc.'l-t -\ illlF
bcrsirngkutan terdaftar sebagai rvaiil'

ak
Pol<ol< \\icrjil.r

ak I',] P\\i atas nanla ca-lon

b. Ti,ncl:'l tcrima pcn-\'ampaian Surai
Pcmltcritahuan Tahunan Pai:rk

Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pr-ibadi atas nama bakal calon, untuk
masa 5 (lima) tahun terakhir aLau

ak calon men
c. Tanda bukti tidak lnemPunlat I

13 Surat kcpu tusan pemberhentian sebagai

(

o, Fltol'.opi ltarttt I\omor

penjabaL Gubernur, penjabat Bupati atau
penjabat Walikota bagi calon Yang
berstatus sebagai penjabat Gubernur,

Fofokopi
Elcktronik

bat Bu atau bat Walikota.
Kartu Tanda Pendrrdttk,l4

r5

I6.

Fotol<opi ijazah /Surat Tanda Tamat
(STTB), -r'ang relah dilegalisasi oleh instanst

Naskah visi, misi dan program Pasangan
Calon mengacu Pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Grobogan Yang

benve

Belajar

ditandatar.r Calon
t7 Daftar nama Tim

dan Kecamatan
Kampanye KabuPaten

Foto Terbarur8

c. Foto ca-lon ukuran lO.2 cm x

a. Pas l''oto Bel'warl'la ukural'I 4x6 cur

ukuran 4x6 cmb. Pas Foto Hitam Putih

15.2 cm

d. Softclrpl Foto sebagaimana huruf a,

4 lembarSC

4lembar

2lembarBerwarna seha

huruf b dan huruf c

Ii-



Yang MenYerahkau
Tim Pasangan Bakal Calon,/Bakal Pasangan Calon *)

.t

Kelele4ga-qi
.) Pilih salah satu

20

Yalg Menerirna
Ketua,/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/Ketua Pokja

Pencalonan *l

(

.)

(



BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAII(AN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DA}I WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2O2O

bulanPada hari ini
Tahun dua ribu

tanggal
.. bertempat di

KPU I(abr,rpa[en Groiogan telah melaksanakan penelitian perbaikan
pcrs),ara.Lan r:dmirristras- terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalorran clan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Grobogan, ertas nama:

1. Caion Bupati i

2. Czilon \Vakil Bupati

f'larsrl itcnc[.Lrarr perba:kal., persyaratan administrasi terhadap
kclengkaperr-r dan kcat'szlhan dokurner: persyaratan pencalonan dan
pers),aratan ceilon Lersebut dituangkan da-lam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (duat rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan.\nggota KPU Kabupaten Grobogan.

Berita Acara dLsusun masing-mas.ng :

i. t (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

KPU I(ABUPATEN GROBOGAN

NO NAMA

MODEL BA.HP
PERBAII(AN -KWK

TANDA TANGANJABATAN

Ketua1

Anggota2

3

4

Anggota

Anggota

5 Ar:ggota



2 Keputusan tentang KePengurusan
Partai Politik tingkat KabuPaten
dalam hal terjadi Perubahan
kepen guru san. setelah Pendaft

LAI,TPIRAN BERITA ACARA I]-1^SIL PENtrLITIAI'I PERBAII'^AN PERS:'ARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN

PERSYARATAN PENC.ALONAN DAI'I PERSYARATAN C.ALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAIilL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2O2O

Hasil pcnelitian perbaikan persyar2ruin administrasi dokumen persyalatarl peflcalonan dan persyaratan cslon dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan atas

Narrta Calorr BupaLi :

Nama Calon Wakil BuPati :

sebagai berikut :

Digunakan sebagai
dasar untuk melakukan
koordinasi dalam Proses
pencalonan

KETERANGANHASIL PENELITIAN KELENGI(APAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

TTDAK MEMEM'HI
SYARAT

TIDAI(
AI)A

MEMENI'III
SYARATADANO JENIS DOKUMEN

(keabsahan dokunretr
diteliti pada masa

BAXAL CAIPN DARI
Modcl R.4. I(WK-ParPol

aran

((

A. SYARAT PENCALONAN

LAI\IPIRAN IVIODEL BA. HP
P!]RBAIKAN-KWK

I



((

B. SYARAT CALON

1. BAIiAT, (]AI,()N BUF'NII

JENIS DOKI.IMEN

Model BB.l KWK
Model BB.2 KWK

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN

r\Dr\-r) SArtAl.r lJ\-,AUlrll,N

TIDAK
ADA

Keputusan Pember
benvenang aPabr
Anggota KPU, K

Aceh, KPU/KIP

hentian dari Pejabat
la Calon adalah
PU KabuPaten/KIP

KabuPatcl r / Kr:rta,

Barvaslu, Bawasltt Kabupaten, Panwas

Ka Kota
Surat keterarlgarr I idak pernah sebagai

terpidana berdasarkan putusarl
pengadilan Yang telalt llerkekttatau
hukum tetaP dan pengadilarr IrcEeI-I

yang wilayah hukumnYa meliPuti
ca-lorr

KETERANGAN

MEMENUHI
SYARATADANO

I
2

4

Bagr Bakal
terpidana Yang

Calon dengan status
tidak menjalani Pidana

aJa:dalam

secara terbuka dan jujur
surat kabar lokal atau

kepadaa. Bukti telah mengemukakan
publik
pada

Surat kanasional
b. Salinan Putusan pengadilan Yang

telah berkekuatalt hukum

5.

6

Surat Keterangan
mengenai terPidana

c dari kejaksaan
tidak menjalani

selesaitelahCalon yangBakalBagi
palingmasa pidananyaalanimenj

walmsebelu .iadtahun5 (lima)singkat
mantandan bukan

dalam

TIDAI{
MEMENT'HI

SYARAT

3.

pendaftaran



a- Bukti

((

terpidan, , Bandar Narkoba atau
r scksual anak:

a. Sr.,, keteralgzrn telah selesai
men.1:rlani masa pidana pejara dari

:.r lem
b. hrtu:aI Pengadiian -vang telah

berkr kuatan hukum
DaLi;t I .:l ballal c3l.rl ild..lah \{antat.:
Terpidar',.r ]'ang telah selesai menjalani
masa plciana penj:rra tctapi belum
melampi:ui paling singkat 5 (lima)
tahun sr'itelum jadwal pcndaftaran dan
lrrrkilrt Ir ra rl I i-l rl I er Jtirl;r I t;r lta t tt la t

rrillkttira aLiru ktjallatalr scksutarl
anak:
telah mengemukakan kePada

puhlik secara terhttka dan jltjttr
pada surat. kabar tokal atau ntrstonul

b. Surat keterartgart Yarlg rrrcrryatakalt
bahawa bakal calon
bersangkutan
pelakukejahatan berulang

Resort

yang
bukan

dari

c. Sulat Keterarlgatl
menjalani masa pidana dari lembaga

telah selesai

d. Surat keterangan
menjalani pembebasan bersyarat'
cuti bersyarat atau cuti menjelang
bebas dari kePala badan
pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Carlun rrtcrrdapal' pcrrrbcbasa-rr

bersyarat, cuti bersYarat atau cuu

telah selesai

bebas
yang telah

hukum
e- Putusan Pengadilan

Surat Keterangan dari
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal Ca-lon vang menyatakan

Pengadilan

bahwa

8.

I

I

I
I

I



(-*

lr. Tidak sedang dicabut hak pilihn-va
berdasar-ktrrl putusan pengirdilan

l'ang telah Inempun-\rai kekuatan
hukum

l;. Tidak sedang memiliki tanggung
jarvab hutang secara perseorangan
danT/atau secura badan hukum

-"-i'rAi 
1'nddrrhd i1r'rhn"'T

:J:-3 ..::..J.:u. rq:r5b*..o J. "

lTle

Surat Iieterarrqatt catatiin kcpolisian

)ang menerangkan Bakal calon
pernah/tidak pernah melakukan

sian Resortpcrbuatan tcrccla dari KePoli
Surat tanda terima penyerahan laporan
harta kekavaan penvelenggara Negara
dari Komisi Pcrnberantasan Koru
Surat ketera-ngan tidak sedang
dinl'atakan pailit berdasarkan putusan
pcngadilart .r ang telah rncmpunl'ai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan
nraga atarl pengadilan tinggi yang
rvilavah hukumnl,il meliputi ternpat

(

9

lo

1t

t2 Dokuuret'i varrg diL:cluarl:an olc:h l(antor
Pclayanan Pajak IcmPat calon Yang
bersangkutan terdaftar sebagai rvajib

a. kartu Nomor Pokok Wajib
Paiak (NPWP) atas nama c4qn-

b. Tanda terima penyalnpatan Surat
Pemheritahrran Tahunan Pajak
Penghasilan wajib Pajak Orang
tlnbadr ittllsr nirm(t lrs klr I t::ilott,
untuk rrrasa 5 (litna) talrun terakhir
atau sejak ca-lon menjadi wajib

c. Tanda bukti tidak mempunyai

l3 Surat keputusan Pemberhentian
sebagai bat Gubernur, penjabatpenJa
Bupati atau Penjabat Walikota bagi

I



(
!_.*_r

calon -\'ang berstatus
Gubernur, Penjabat

sebagai pe r rjabat
Bupati atau

al-rat Walikota
l4 Fotokopi Kartu Tancla Pencl uduk

Elektronik
l5 Fotokopi ijazah/ Surat Talda 'l .rmat

Bclajar (STTB), -\'ang telah dilegi'lisasi
^!--t-;.---...--iUrL, r ^r 

ri L.ar rJl

l6 Naskah visi, misi dan pr( )gram

Pasangarn Calr-rn mengacll Pada
Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang
RPJP) KabuPaten Grobogan Yang

clitandatan Calon
Daltar narna Tim KamPanYe Kabu paten

dan Kecamatan
Folo Terbaru
a Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 crn

seLla k 4 lembar
b. Pas Iroto Ilitam I'utih ukuran 4x6 cm

seban 4 lemhar
c. Foto calon ukuran lO.2 cm x I 5.',2

cm (4R) Berw'arna sebanyak 2

lembar

2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI:

t7

d Softcopy Foto sebagaimana huru Ia,
huruf b dan huruf c

NO JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAIT I(ELENGKAPAN DAN
KEABSAHAN DOKI'MEIY

ADA
TIDAI(
AI)A

lf,E}TE'IYU TIDAK
MEUEIW,III

SYARAT

I Model BB.1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3 Kepu tusan pemberhentian dari pejabat

benvenang apabila Calon adalah Anggota
KPU, KPU Kabupaten/KlP Aceh, KPU/KIP
liabupatcn/Kota, Bawaslu, Bawaslu
Kabupaten, Panwas Kabu Kota

KETERANGAI{

18.
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l Surat ke tt'l'rmgan tldi=i pernah sebagar

terpidana berdasa: kat1 Putusan
pengadilan J'3ng tr ;ah, berkekltatan
hukum tctap dari peng'rdilan negerl. yang

u,ilavah hrtkttmn-r'a meir:rttti tempat tinggal

calon
Bagi Bal<al Calon

)'ang trdi:.k me

(l.rliping Surat ltaherl
e. Salinan Putusan PeI.I

ber kekuatan hukum
f. Surat Keterangan

mengenai terPidana
dalam

publik secara terbuka dan jujur pada

surat kabar lokzr I atau nasional

dctrgl, i-t status
nJillai-.: pldarn

terpidana
zt daiiurl

d. Bukti telah meng( rnu kakan kePada

tetaD
gadilan -vang telah

dari kejaksaan
tidak menlalani

IA

5

anak

elesaiStelahCalon )'a ngBakalBagi
S ngkaasam palingpidanatrvamenjalani

scbelumn pendaftaraniadwaltahu5 (lima)
Bandarc anamantan rpidukarIJdarr

ksual terhadaPSCutaaba kcjalratar rarkoN

c

lem

salselelahteSurat keterangan
dariarapeJmasa pidanamenjalani

6

yang telahd Putusan pengadilan
berkekua tan hukum

r {.rl

singkat

nntaMaadalahbakal calonhalDalam
.)rllesclcsaitelah_vang'l'erptdarra

mubeitetaplpenlaramasa pidana
IIutahDu (lima)palingmelamPa

bukandanwalum ad'beSC pendaftaran
ata ubabandarmantan terpidana

seksual
narko
anak:

f kepadatelah mengemukakanBukti
danka padauJurterbusecara,likbpu

nasionalataulokalkabarratSU

Surat keterangan Yang menvatakanob tanbahawa bakal calon

7
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8

bukan pc,,rkukejahatan berulang dari
Iiepol isiar ilesort

h. Surat l', (-rterangan telah selesar
menjalani masa pidana dari lembaga
pemas\rarr i Katan
Surat i cterangan telah sclcsaj
menjalani pcrnbebasan bcrs_r'arat, cuti
be rsvarat :rtau cuti menielang bebas
dari kepi'lir badan pemasl'arakatan,
dalam h;rl Bal<al Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti rriel bcbas

J l\-rtusan pcngadilan yang lclah
l:rerhelittat.rn hltlcttm te

Surat Keterarlgan dari Pengcrdilan Negeri

-r,;rrr6i tvil:r1'llt htrl.lt.rnrtr.1'a nrrllipttri rcrrrpar
Calon bal'rwa

c. Ticlak sedang dicahrrt hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah rneurpunyai kekuatarr hukum
tetap

d. Tidak sedang memiliki tanggung jawab
hutang secara perseorargan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi
tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

9 Surat Keterangan catatan kepolisian yang
menerangkan Bakal calon pernah/tidak
pernah melakukan perbuatan tercela dari
Kepolisian Resort

r0. Surat tanda terima penyerahan laporan
harta kekayaan penyelenggara Negara dari
Komisi Pemberantasan Korupsi

I l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah httknmnya
meliputi tempat tinggal calon
Dokumen yang dikeluarkan oleh
Pelayanan Paiak tempat calor-r

Kantor
yallg

t2.

(



(

Paj.,

bcl'sall L.ku ta rr terdaftar scbagai r,r,ajib

Walrl-t

Su rat
Pa.lak

c. Tar
Per-- i;critahuan Tahunan
Pc:;,ihasil:rn Wajib Pajak Orang Pribacl-i

,.:.. illi-i-:ia balial ce-lcl-1, untul: rnasa 5

(lim.r) tahun terakhir atau sejak ca-lon

me tr. adi r",a ib ak
f. Tanda bukti tidak memPunyal

13

l4

15

Surat keputusan Pembe

dan program Pasangan

Culon nlcrltuc Lt pl-tcllt RLrll(-'ella

Pembangunan Jangka Panlang (RPJP)

Kabupailn Grobogan yang ditandatangani
Calon

rhentian sebagai
atauBuur patl(i bcu rn penJabattbz,rpenJa

b calonaliW kota yangrtb; agrJapen
GubernurabaSbersta penJsebagai
alikota.wuataBu

ijazah TamatTanda Belajarra tSuFotokopi
instansrulehdl-clah ilcgalisasi-\'arlgSTTB),

Naskah visi, misi

Ka rttt

benvenan

Tanda PendudukFotoknpi
Elektronik

16

Daftar nama Tim KampanYe KabuPaten

dan Kecamatan
t7

Foto Terbaru
Pas Foto Berwarna ukurane. 4x6 cm

4 lernbar-
Pas Fotu HiLaurr Pu lilr ukurati 4x6 cur

4 lembarSC
I 25 cm2o xcmIkuranucalonFotoob'

2 barlemBerr,rrarna
Softcopy Foto serbagaimana huruf a,

b dan hurufc
h

huruf

t8

(
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Yang MenYerahkan
Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *.)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Kabupaten Grobogan/Ketua Pokja

Pencalonan *f

(

20

t

Keteranqan :
-) Pilih salah satu Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 6 Desember 2OI9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBO(],{N'

Ttd

AGUNG SUTOPOaslinya
UMUMq


